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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Trandliteras Arab-Latin

Trandliterass huruf arab yang dipaka dalam penyusunan tesis ini
berpedoman pada surat keputusan bersama departemen agama dan menteri
pendidikan dan kebudayaan RI tanggal 22 Januari 1988 No: 157/1987 &
0593b/1987

1. Konsonan
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba b be
) ta t te
& sa S es (dengan titik di atas)
z jim j je
c ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha kh kadan ha
5 dal d de
3 za Z zet (dengan titik atas)
3 ra r er
3 zai z zet
" sin S €s
& syin sy esdanye
o2 sad S es (dengan titik di bawah)
o dad d de (dengan titik di bawah
b ta t te (dengan titik di bawah)
b za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain § apostrof terbalik
¢ gain g ge
o fa f ef
3 qaf q qi
B kaf k ka
J lam I el
. mim m em
o nun n en
wau w we
2 ha h ha
¢ hamzah ’ apostrof
< ya y ye
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Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
()

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ fathah a a
| Kasrah i i
| dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah dan ya’ ai adani
fathah dan wau au adanu

Contoh:

LS kaifa
»~ :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
I fathah dan alif atau ya a adan garisdi atas
kasra dan ya&’ T I dan garisdi atas
dammah dan wau a u dan garis di atas




Contoh:

=L  :mata
- : rama
s :gila

& s 1 yamitu

4. Ta’ marbatah

Transliterasi untuk td’ marbdtah ada dua, yaitu: ta marbatah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta’ marbatah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbatah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta”’
marbatah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Jib 91 2z, :raudah al-atfal

ol 2sadi : al-madinah al-fadilah

M_<,Js - al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( < ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

[0y : rabbana
W :najjaina
5~ :al-hagq
e~ al-hajj

o :nu’ima
3 1 ‘aduwwun

Jika huruf  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

: “Alt (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

X



. ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
(alif lam ma‘“arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:
e - al-syamsu (bukan asy-syamsu)
TNy : al-zalzalah (az-zalzalah)
A : al-falsafah
;SA?K\ - al-biladu
7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

e . ta’murdna
oo : al-nau’
e  syai’un

& 5l : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-
Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh.
Contoh:

Xi



Fr zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat bi ‘umdm al-1afZ & bi khusis al-sabab

9. Lafz al-Jalalah ( )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.

Contoh:

& dmullah
billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

A hum fr rahmatillah
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasal

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazz bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazz unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Dwn al-Tast

AbU Nasr al-Farabt

Al-Gazalt

Al-Mungiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abl
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(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Aba al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abl Zaid, ditulis menjadi: Abd Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Aba)

swi. subhanaht wa ta‘ala bukan Swt.

saw. sallallahu “alayhi wa sallam | saw.

as. "alaihi al-salam bukan As.

H. Hijrah

M. Masehi

SM Sebelum Masehi Bukan sM, atau S.M

[ lahir tahun Bagi tokoh yang masih hidup sgja
w. Weafat tahun Bukan W.

Q.S. ../....1 | Qur’an surah Bukan QS.

H.R. Hadis riwayat Bukan HR.
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ABSTRAK

Nama : Akhwan
Nim : 17.19.2.03.0024
Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah

Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir Waktu di
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hamzah K., M .HI.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M .Ag.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum
Islam tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir
waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Tesis ini bertujuan untuk
menganalisis praktek tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem
pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, untuk
menganalisis langkah-langlah pelaksanaan sewa menyewa tanah tambak dengan
sistem pembayaran akhir waktu, dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam
tentang praktek tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran
akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan
pendekatan religius, pendekatan sosiologis, dan pendekatan yuridis. Instrumen
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduks data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Praktek sewa menyewa tanah tambak
dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu
Timur terdiri dari a). Dasar pelaksanaan, b) Tata cara pelaksanaan c) Faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaannya d) Berahirnya praktek sewa menyewa, 2.
Langkah-langlah pelaksanaan sewa menyewa tanah tambak dengan sistem
pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terdiri atas
a) Tahap Penawaran, b) Tahap Peninjauan, ¢) Tahap transaksi. 3. Tinjauan hukum
Islam tentang praktek tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem
pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili telah sesuai dengan tinjauan hukum
Islam. Di mana pada kasus sewa menyewa lahan tanah Tambak di Kecamatan
Madlili, unsur-unsur yang ada dalam sewa menyewa sudah sesuai dengan
ketentuan hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati seperti
Orang yang berakad, Sewa atau Imbalan, Manfaat, Sighad (ijab dan gabul).

Implikasi: 1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum perjanjian sewa
menyewa tambak di Kecamatan Malili harus dibuat secara tertulis dan kalau perlu
selain ditandatangani oleh pemilik tambak dengan penyewa tambak juga
ditandatangani oleh dua orang saksi dan sebaiknya disahkan atau setidaknya
diketahui oleh Kepala Desa atau Kelurahan setempat. 2. Agar pelaksanaan sewa
meyewa tambak berjalan dengan lancar dan masing-masing pihak tidak
mengalami  kerugian, maka pihak penyewa tambak harus menyadari
kewgjibannya, yaitu membayar uang sewa dan memelihara tambak tersebut
dengan sebaik-baiknya
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ABSTRACT

Name : Akhwan
Nim ' : 17.19.2.03.0024
Title : Overview of Islamic Law on Leasing Land for Ponds with
a End-Time Payment System in Malili District Luwu Timur
Regency
Supervisor : 1. Prof. Dr. Hamzah K., M.HL
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.

This thesis aims to analyze the practice of renting land for ponds with an end-time
payment system in Malili Sub-district, East Luwu District, To analyze the steps in
implementing renting land for ponds with an end-time payment system, and for
analyzing an Islamic legal review of renting practices pond land with end of time
payment system in Malili District, East Luwu Regency.

This research is a qualitative study using a religious approach, a sociological
approach, and a juridical approach. Data collection instruments used were
observation, interviews, and documentation. Analysis of research data is to use
data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study conclude: 1. The practice of renting pond land with a final
time payment system in Malili District, East Luwu Regency consists of a). Basis
of implementation, b) Procedures for implementation ¢) Factors affecting its
implementation d) End of the practice of renting, 2. Steps to implement the
leasing of farm land with a payment system at the end of time in Malili District,
East Luwu Regency consists of a) Bidding Phase , b) Review Stage. c)
Transaction stage. 3. The review of Islamic law regarding the practice of renting
pond land with a final time payment system in the Malili District is in accordance
with the review of Islamic law. Where in the case of renting land in Tambak land
in Malili sub-district, the elements in the lease are in accordance with the
provisions of Islamic law, because the four elements have been fulfilled such as
the person in the contract, Rent or Rewards, Benefits, Sighad (consent and qabul ).
Implications: 1. To better guarantee the legal certainty of the lease agreement for
the farm in Malili Subdistrict, it must be made in writing and if necessary besides
signed by the farm owner with the farm tenant also signed by two witnesses and
should be legalized or at least known by the local Village or Village Head. This is
deemed necessary because if in the future there are serious problems between the
farm owner and the farm tenant, for example the farm tenant does not comply
with the agreement in the agreement or contract, and witnesses can be presented
for information or testimony. 2. In order for the implementation of the lease to
rent the pond to run smoothly and each party does not suffer losses, the renter
must be aware of his obligations, namely paying rent and maintaining the pond as
well as possible



caall 4l

17.19.2.03.0024 / O'sal @ a8l a8 y/auy)
oaalll ALY Ly il daa) e e padaall 3l1 ;0 Cuad) gl
ﬁf@d@l@htﬂé%i&ﬂ@&‘i&)ﬁ :
A a8l 4y e (il
_)Mhs&ﬂﬁ_}aa_}_,:ls.\“_)_,u:ﬁJ)ﬂl_l t._'l_)..:m.“
ale ¢ g0 (Sl sas 5558000 D

aladiuly dlan) de 5 3e Huall dujlae dulad ) 4 jall sda Cangs
d.}laj G&_ﬁ)ﬂl JJ.‘ :’t._.i_)g..\.n sg.le.‘Ln _)5_)..0 gj Aaall A2 La 2law ?LL.J
Jdady olaall amy L ady sl dlewl) de e pali a5 lgha
adal) ol s Alansl) de e lag) A jlas Jga AaedluY) day Hil) daal e
A Al gl 4y pae e dille S 5 b laal) 2y
Uy @lEdl (ddaadall 4 desdiiall QUL aas @il gol | 5 alal
caliladl Gage s caliladl e aall aladiu) 4 sl @lly Jalas,
bl Gadai)

ic e pladiul dujles oS8 ] ) Au) Al LG cuala
Gl (2 02385 08 3 i pal) Jalsall (z 2aai8ll Siel ja) (@ c2pisill bl (]
@b Sbaall 2y adall Al ae dlenll 4o e ualll @igha 2 ualad
s s (@ cpmpall Ua je (1) Go 0585 L8810 59 4 piae (Jalle 38 5
Glady Led el dag,dll daal s 3 SOlaall Als je (7 cdaal yal)
g.LI.“.A _)S_).agj.‘ul...ﬂ.;.l'l.u_;e.ﬂ'l FLLIJ&A!—“M‘!‘&JJAPLL\IJL‘-&J
l_‘L«.a.u‘)"l 4.:‘._)_).4 _Jla.u.u’l alla ‘_,3 i._ua sd.l.n}LuY'l ‘La_l‘)...u.“ !Ll._-n'f_).n.‘ Lﬂ_, (u.l
day pill alSal ae ddilgia palill 6 jualiall (483 cllle 35S e
sl o) cailaial) Gaddll Jie cidiad 8 day,Y) jealiadl oY sl
(Js) 5 Gla¥)) dapall (allal) laLgall

olagY! Al Jadl JS8y Gslal)ouadl plesal (] clal) 38
u‘“‘.)"“:“ _).\'I_"J_,‘LJJLISP.UU'Iumsulﬂbﬁyuﬁdwyiu_)ﬂ
mlﬁmlcﬁy‘.:-‘))‘."lﬁm @JJAJ‘&-IALALLLSUAES_,J'IL_U{A
JIMJJ.‘\ UMJLL.SUALJ.I‘)”‘_'J:. _,le\.d.s:{_,.e.:..a.:.h‘,.;.;ul n.__l_:;.}_,u.JMLung;
Juituall 43 pplad JSLEL dga g Ala 8 43y )y e 138 ey ald)
dc el jalinadl Jiiey ¥ JUA Jisw e e palindly de ) adl @il g
eyl (g pala 35l 0985 G O%any calall i AELEY) L8 52,0 6l A8l
S SlaY) sie il dal ge 2 pgioled of sl VoY) apie
ulu‘;wquﬁdsg;my,iumdmﬁdmmawf
.LLQ.:»“J )lA.IY'l CJ_". Lﬁ'l &MLA'I_).L!LJ ‘LI'IJ.J ‘_,.Ll: 4.:‘._)_)4.\1 _);.Lu.u.n.‘al ujs.l
_uls..o)” _).}3 dlm‘}“l 4..:‘._)_).0 U‘L:‘



BAB |
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia berperan sebaga makhluk sosia dalam bidang muamalah.
Sebagai makhluk sosial, Allah swt., telah menjadikan setigp manusia berhgjat
kepada yang lain untuk memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan
orang lain. Untuk mencapal kemajuan dan tujuan hidup manusia diperlukan kerja
sama dan kegotong-royongan dalam segala hal. Dalam perekonomian terdapat
suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Di mana dengan perikatan inilah
menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan
dalam perekonomian.

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu’amalah
ialah sewa-menyewa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan
jalan penggantian. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup
berkecukupan tanpa hidup dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan bahwa
pada dasarnya sewa menyewa disyariatkan berdasarkan firman Allah swt. dalam

QS. Al Qashash/28: 26.

2 s 0- gro0 s sO0- éa So Q-0 -

um!s L;j,zss Sl o O T ol 5 LAl =6
Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (padakita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya".

'K ementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah,(Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 547.



Maksud ayat di atas adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah
pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan
serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang digjarkan agama.

Dalam suatu kehidupan manusia, terdapat sesuatu yang dijadikan sebagai
landasan ataupun pedoman untuk menjalankan segala kegiatan manusia agar
berjalan lancar dan benar.® Terlepas dari itu, sewa menyewa merupakan suatu
peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak
lain, ada yang timbul dari persetujuan seperti sewa-menyewa. Akan tetapi ada
pula yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk
mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.

Berdasarkan kasus yang ada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur,
untuk bekerja mencari nafkah mereka menyewa tanah tambak sebagai usaha
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun syarat dan waktu yang telah
disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian, sistem
pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa
membayar melakukan pembayaran setelah tanah tersebut panen. Sistem
pembayaran ini dilakukan disebabkan tidak ada modal dari penyewa, inilah yang
menjadi masalah sering kali tanah tersebut tidak menghasilkan atau gagal panen
maka penyewa tidak bisa membayar kepada yang menyewakan sehingga pemilik
lahan akan dirugikan karena jika penyewa gagal panen maka pembayaran sewa

tanah tersebut tidak biasa dibayar kepada pemilik tanah secara penuh.

“Helmi Karim, Figh Mu’amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 29.

3Muhammad Fatah llhamy, Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad ljarah dalam
Kepengurusan SM Melalui Jasa Makelar, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2 Nomor 1, Tahun 2019.



Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat beberapa kriteria khusus,yaitu:

1. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah
pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua
adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu
barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri
sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.

2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah
harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak.
Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda
sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewatidak harus berupa uang
tetapi dapat juga mengunakan barang ataupun jasa (Pasal 1548 KUH Perdata).
Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewahanya terbatas
pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.*

Proses sewa menyewa lahan tambak di Kecamatan Malili Kabupaten
Luwu Timur, telah menjadi kegiatan yang berjalan bertahun-tahun lamanya,
namun masalah timbul ketika waktu panen yang di musim tidak menentu,
sehingga mereka yang telah menyewa lahan tambak kepada seseorang dalam
jangka waktu tertentu ternyata belum bisa dipanen, sedangkan masa sewa telah
habis. Hal inilah yang sampa sekarang masih menjadi permasalahan, dan ada
beberapa pemilik lahan yang langsung meminta tambahan atau ganti rugi sepihak
kepada penyewa atas kelebihan waktu tersebut, ada juga yang melakukan

transaks kembali sampai bisa dipanen, bahkan ada kebiasaan yang mengharuskan

“Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya), h. 40.



penyewa memberikan sebagian dari hasil panen kepada pemilik lahan tanpa
perjanjian dan dianggap sudah menjadi kebiasaan, karena pemilik lahan
menganggap ikut menanamkan modal dengan kel ebihan waktu tersebut.

Daam Idam dikena berbagai macam akad (perikatan/ perjanjian) di
antaranya adalah jual beli dan sewa menyewa. Sewa menyewa dalam bahasa arab
diistilahkan dengan al-ijarah. Menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa
diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian.®

Syari‘at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam
melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling
menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan
demikian maka akad sewa-menyewa tanah harus berdasarkan atas asas saling rela
antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak
diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan
merugikan salah satu pihak.

Ibnu Rusyd mengemukakan, bahwa sebab dikeluarkannya larangan syara’
dalam jua beli dan sewa menyewa ada dua macam yaitu: Pertama, sebab adli
(intern), yakni sebab-sebab yang menimbulkan adanya larangan syara’ terdapat
jua belinya dan sewa menyewa itu sendiri sebab-sebab adli ini merupakan sebab-
sebab kerusakan umum yang menjadi pangkal kerusakan dalam jual beli dan sewa
menyewa, sebab-sebab tersebut ada empat macam, yaitu: larangan karena barang,

larangan karena riba, larangan karena gharar (keraguan), larangan karena syarat-

*Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 144.



syarat yang berasal dari salah satu dari dua perkara terakhir riba dan gharar atau
dari keduanya bersama-sama. kedua, sebab-sebab kharijiy (ekstern), yakni sebab-
sebab luar yang menimbulkan datangnya larangan dalam jua beli dan sewa
menyewa. Di antaranya adalah: Penipuan atau curang dan gharar merugikan,
Waktu yang lebih berhak atas sesuatu yang lebih penting dari padajual beli.®

Selanjutnya Allah memerangi sistem riba dalam jual beli. Berapa banyak
sistem riba telah meruntuhkan bangunan-bangunan yang berdiri kokoh, orang
kaya menjadi hina, rgja menjadi hamba sahaya, keluarga dekat yang terhormat dan
mulia jatuh ke lembah kefakiran dan kemiskinan yang sebelumnya bergelimang
kemuliaan dan kemewahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti akan
membahas mengenai tinjauan hukum Islam Tentang sewa-menyewa tanah tambak
dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu

Timur.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus penelitian ini yaitu sebagai
berikut.:
1. Faktor dan Langkah-langkah pelaksanaan sewa-menyewa tanah tambak
dengan sistem pembayaran akhir waktu.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktek tentang sewa-menyewa tanah tambak
dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu

Timur.

®lbnu Rusyd, Bidayah al-Muijtahid, (Juz |1, Jakarta:Usaha Keluarga, t.th), h. 94.



Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel

berikut.

No Fokus Deskrips fokus
1 | Faktor dan Langkah-langkah | 1. Dasar pelaksanaan

pelaksanaan sewa-menyewa tanah | 2. Tata cara pelaksanaan
tambak dengan sistem pembayaran | 3. Faktor-faktor yang memengaruhi
akhir waktu pel aksanaannya.

4. Berahirnya praktek sewa

2 | Langkah-langkah pelaksanaan | 1. Tahap Penawaran
sewamenyewa tanah tambak | 2. Tahap Peninjauan
dengan sistem pembayaran akhir | 3. Tahap transaksi

waktu

3 | Tinjauan hukum Islam tentang | 1. Analisis praktek dari  segi
praktek tentang sewa-menyewa normatif
tanah tambak dengan sistem | 2. Anadlisis praktek dari segi hukum

pembayaran akhir waktu Islam

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasiona variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada
suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan
ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel
tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memberikan

penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari pada judul



penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa defenisi operasiona sebagai
berikut.
1. Hukum Islam
Hukum Isdlam adalah Hukum yang bersumber dari Allah dan menjadi
bagian agama Islam.” Dengan demikian yang penulis maksud dengan judul ini
yaitu hukum Islam yang terangkum dalam mazhab-mazhab figh yang mengatur
tentang sewa-menyewa pada masyarakat Kecamatan Malili Kabupaten Luwu
Timur.
2. Sewa-menyewa
Sewa-menyewa adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu benda
baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang diterima dari orang lain
dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan
dengan syarat-syarat tertentu. Apabila akad sewa menyewa telah berlangsung,
penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia sewa, dan orang
yang menyewakan berhak pula mengambil upah sesuai dengan kesepakatan awal
yang telah disepakati, karena akad ini adalah mu’awadhah (penggantian).
3. Tanah tambak
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tambak adalah kolam ditepi laut
yang diberi pematang untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng, udang).®
Tambak yang penulis maksud yaitu tambak yang berada Kecamatan Malili

Kabupaten Luwu Timur.

"Mohammad Daud Ali, Hukum Idlam: Pengantar |Imu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 79.

8Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi
Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1386.



4. Sistem pembayaran akhir waktu
Sistem pembayaran akhir waktu yaitu bentuk pembayaran yang dilakukan
oleh masyarakat dalam sewa-menyewa tambak dengan cara pembayaran

dilakukan setelah mereka selesa menggarap tambaknya.

D. Tujuan dan Manfaat Penélitian
1. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan fokus penelitian di atas. Adapun yang menjadi tujuan dari
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Untuk menganaisis praktek tentang sewa menyewa tanah tambak dengan
sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
b. Untuk menganalisis langkah-langlah pelaksanaan sewa menyewa tanah tambak
dengan sistem pembayaran akhir waktu
c. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktek tentang sewa
menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan
Malili Kabupaten Luwu Timur.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini yaitu:
a. Manfaat ilmiah
1) Dapat menambah wawasan dan khazanah dan ilmu pengetahuan, khususnya
iImu muamalah
2) Untuk memberikan informasi tentang ilmu hukum Islam, khususnya yang
berkaitan tentang praktek tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem

pembayaran akhir waktu.



b. Manfaat praktis

1) Dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam tentang sewa menyewa tanah
tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu, khususnya masyarakat
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

2) Diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses

pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Pendlitian Terdahulu yang Relevan

Ali Nur Huda dengan judul penelitian "Analisis hukum Islam terhadap
Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa
Lahan Pertanian (Sudi Kasus di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus)".

Tujuan pendlitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) pelaksanaan perjanjian
sewa menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus. 2) Praktek
perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian sewa menyewa lahan
pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus. 3) Pandangan hukum Islam
terhadap perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian sewa menyewa
lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data di
peroleh dengan menggunakan teknik observasi, interview, dokumentasi. Data
yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian oleh Ali Nur Huda menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan
perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus
dilakukan dengan pemilik lahan pertanian menawarkan lahannya kepada penyewa
atau sebaliknya penyewa mendatangi pemilik lahan pertanian untuk menyewa
lahan pertanian dan kedua selanjutnya melakukan transaksi waktu sewa lahan
pertanian balk secara tahunan maupun musiman kemudian terjadi kesepakatan

harga. 2) Praktek perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian sewa

10
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menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus biasanya
dilakukan dengan kesepakatan presentase pembagian antara pemilik lahan
pertanian dan penyewa ketika ada kelebihan waktu dalam sewa tahunan
sedangkan tanaman menunggu beberapa waktu untuk dipanen, namun ada juga
yang menentukan adalah pemilik lahan pertanian karena ketidakberdayaan
penyewa terhadap surat perjanjian yang telah ditandatangani, terkadang juga
pemilik yang menentukan 10-30 ketika perjanjian dilakukan hanya secara lesan
dan penyewa ngotot yang paling benar. Namun secara keseluruan jumlah
presentase pembagian banyak dilakukan dengan melakukan kesepakatan bersama.
3) Pandangan hukum Islam terhadap perhitungan ganti rugi kelebihan waktu
dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dawe,
Kudus tidak boleh jika ditentukan sepihak dan menjadi boleh apabila disepakati
bersama.!

Peneliti lain atas nama Lina Desianti, dengan judul penelitian, Analisis
Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Prosedur menginap pada
hotel syariah di Solo. 2) Mengetahui status hukum Islam tentang sewa kamar pada
hotel syariah di Solo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyewaan kamar hotel
syariah di Solo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel

Syariah. Sebab, hotel tidak menerapkan salah satu aspek yang termuat dalam

Ali Nur Huda, Analisis hukum Islam terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu
dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian: Studi Kasus di Desa Glagah Kulon, Dawe,
Kudus, (Semarang: UIN Walisongo, 2015).
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peraturan tersebut, yaitu seleksi tamu. Salah satu tujuan diadakanya seleksi tamu
adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar syara’.
Sedangkan hukum sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo adalah sah
menurut hukum Islam. Semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa kamar
hotel syariah di Solo sudah terpenuhi. Rukun tersebut adalah sighat ijab qgabul,
recepsionist sebagai mu’ajjir, tamu sebagai musta’jir, dan kamar hotel sebagai
objek yang diambil manfaatnya.

Taufik Adikusuma Wardana, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa
Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat (Studi kasus di Desa Muda
Kabupaten Boyolali).

Tujuan Penédlitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian
sewa menyewa tanah pertanian berdasarkan hukum adat di desa Muda
Kecamatan Boyolai (2) untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam
perjanjian sewa menyewa tanah pertanian berdasarkan hukum adat di desa Mudal
Kecamatan Boyolali.

Penelitian ini  merupakan penditian kualitatif. Jenis data yang
dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder, metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dan jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif deskriptif, Metode
analisa data ini menggunakan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data
adal ah studi |apangan, dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

’Lina Desianti, Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel
Syariah di Solo, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).
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1) Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian berdasarkan
hukum adat di Desa Mudal Kecamatan Boyolali dilaksanakan berdasarkan hukum
adat setempat hanya mendasarkan persetujuan antara pemilik tanah dengan
penggarap tanah secara lesan atas dasar saling percaya antara pihak pemilik tanah
dengan pihak penyewa tanah serta perjanjian sewa tanah pertanian yang dipakai di
Desa Mudal ini adalah menggunakan sistem tahunan dan sistem makro yang mana
sistem ini hasilnya dibagi menjadi dua sama rata antara kedua belah pihak. Dalam
pel aksanaanya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undangundang Nomor 2
Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil yang menyebutkan bahwa pengusahaan tanah
dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap
dilakukan atas dasar yang adil.

2) Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa
tanah pertanian berdasarkan hukum adat di desa Muda Kecamatan Boyolali yaitu
tidak tepat waktu dalam pelunasan pembayaran uang sewa tanah pertanian dan
permasalahan lain yang terjadi yaitu pemilik meminta tambahan uang sewa
padaha waktu sewa belum mencapa jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan uraian
kasus diatas apabila terjadi suatu permasalahan dalam perjanjian sewa-menyewa
tersebut akan disel esaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.®

Tiga pendlitian terdahulu yang telah dipaparkan dilihat dari obyeknya,
merupakan penelitian yang terkait dengan sewa menyewa. Secara parsia ketiga
penelitian terdahulu memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang penulis

lakukan. Ali Nur Huda fokus pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan

*Taufik Adikusuma Wardana, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian
Berdasarkan Hukum Adat: Sudi kasus di Desa Mudal Kabupaten Boyolali, (Surakarta
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).
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pertanian, Praktek perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian sewa
menyewa, Pandangan hukum Islam terhadap perhitungan ganti rugi kelebihan
waktu dalam perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon,
Dawe, Kudus. Lina Desianti fokus pada prosedur menginap pada hotel syariah di
Solo, status hukum Islam tentang sewa kamar pada hotel syariah di Solo. Adapun
Taufik Adikusuma Wardana berfokus pada pel aksanaan perjanjian sewa menyewa
tanah pertanian berdasarkan hukum adat di desa Mudal Kecamatan Boyolali serta
permasalahan yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa tanah pertanian
berdasarkan hukum adat di desa Mudal Kecamatan Boyolali. Sedangkan peneliti
sendiri membahas tentang praktek sewa menyewa tanah tambak dengan sistem
pembayaran panen di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur serta tinjauan
hukum Islam tentang praktek tentang sewa menyewa tanah tambak dengan Sistem
Pembayaran Panen di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Oleh karenaiitu,
penelitian terdahulu sangat berbeda secara substansial dengan penelitian yang

penulis lakukan, baik kontennya, lokasinya, maupun objeknya.

B. Telaah Konseptual
1. Konsep tentang sistem pembayaran
System pembayaran adalah system yang mencakup seperangkat aturan,
lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana
guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Sistem pembyaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
keuangan dan sistem perbankaan suatu Negara. Sistem pembayaran adalah suatu

sisitem yang mencakup pengaturan, kontrak, fasilitas operasional dan mekanisme
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tekhnik yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan
instruksi pembayaran.

A payment is the transfer of wealth from one party (such as a person or
company) to another.A payment is usually made in exchange for the provision of
goods, services or both, or to fulfill alegal obligation, generally payment involves
coins and cash.*

Pada tingkat yang paling dasar sistem pembayaran adalah suatu cara yang
disepakati untuk mentransfer suatu nilai(value) antara pembeli dan penjua dalam
suatu transaksi. Mediamedia yang digunakan untuk pemindahan nilai uang
tersebut sangat beragam, mula dari penggunaan aat pembayaran yang sederhana
sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga
berikut aturan mainnya.

Menurut Muttagin dalam Purusitawati sistem pembayaran adalah suatu
sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang didalamnya terkandung
hukum, standar, prosedur dan mekanisme teknis operasional pembayaran yang
dipergunakan dalam melakukan pertukaran suatu nilai uang antara dua pihak
dalam suatu wilayah negara maupun secara internasional dengan memakai
instrumen pembayaran yang diterima dan disepakati sebagai aat pembayaran.
Dalam pengertian ini tercakup pengertian mengena kelembagaan/organisasi yang
terkait dalam mekanisme pembayaran seperti bank, lembaga kliring, atau lembaga

perantara pembayaran lainnya serta bank sentral.

“Kou, Payment Technologies for e-Commerce, (Springer: Heidelberg, 2003), p.
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Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan
dana dari satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen seperti
instrument pembayaran (tunai dan non tunai), bank, lembaga kliring dan setelmen,
infrastruktur dan sistem hukum. Tugas Bank Indonesia di bidang sistem
pembayaran mencakup system pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999
tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang-
Undang No.3 tahun 2004°

2. Konsep tentang sewa-menyewa
a. Pengertian sewa-menyewa

Menurut bahasa kata sewa-menyewa berasal dari kata “sewa” dan
“menyewa”, kata “sewa” berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa.
Sedangkan kata “menyewa” berarti memakai dengan membayar uang sewa.’
Dalam Hukum Islam sewa-menyewa dinamakan al-ljarah yang berasal dari
bahasa Arab al-Ajru yang berarti al-lwadhu (ganti). Dari sebab itu ats-Tsawab
(pahala) dinamai ajru (upah).” Sedangkan menurut istilah, al-ijarah iaah
menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti

pembayaran.®

*Purusitawati, dkk., Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian dan
Kebijakan Moneter, (Bank Indonesia, 2006), h. 9.

®Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
(Edisi. I11; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1112.

"Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 13, (Bandung : Al-Ma’arif, 1996), h. 7.

8Abdul bin Nuh dan Oemar Bakriy, Kamus Arab-Indonesia-Inggris, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2003), h. 11.
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Al-ijjarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam
memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual
jasa dan sebagainya.’

Abdur Rahman al-Jaziry dalam kitabnya al-Figh al madzahib al arba’ah
menyebutkan bahwa ijarah menurut bahasa dengan dikasrohkan hamzahnya,
didhommahkan hamzahnya, dan difathahkan hamzahnya. Adapun dikasrohkan
hamzahnya adalah lebih tersohor dan dengan dikasroh dan didhommah jimnya,
artinya adal ah bahasan suatu pekerjaan atau amal perbuatan.’®

Menurut Moh. Anwar ijarah adalah suatu bentuk akad dengan pemberian
kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memaka iwadh
(penggantian/balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan. Jadi ijarah
membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah.**

ljarah berarti lease contract dan juga hire contract (kontrak sewa). Dalam
konteks perbankan Islam, ijarah adalah suatu leasecontract (sewa kontrak) di
mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment)
kepada satu nasabahnya berdasarkan perbedaan biaya yang sudah ditentukan

secara pasti sebelumnya (fixedcharge). Dengan demikian, perjanjian ijarah atau

°Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.
80.

OAbdur Rahman al-Jaziry, Figh, Ala Madzhabil Arba“ah, al Makkabah al-Bukhoiriyah
al-Kubra, (Beirut : Dar a-Fikr, 1971), h. 94.

m. ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Isam (Figh Muamalah), (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.
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leasing tidak lain adalah kegiatan lease (sewa) yang dikenal dalam sistem
kegiatankeuangan tradisional .*?

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa
menyewa adalah pengambilan manfaat dari suatu benda. Jadi dalam hal ini
bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya
peristiwva sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang
disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan,
rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.

Al-ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.*®

Sewa-menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi  yang
memperjua-belikan manfaat suatu harta benda® Transaksi ini banyak sekali
dilakukan oleh manusia, baik manusia jaman dahulu maupun manusia jaman
sekarang, atau dapat diartikan bahwa semua barang yang mungkin diambil
manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila pemanfaatannya
itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan

perbuatan. Sewa menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan

2gutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 70.

BRosita Tehuayo, Sewa Menyewa (ljarah) dalam Sistem Perbankan Syariah, Jurnal
Tahkim, Vol. X1V, No. 1, Juni 2018.

1A, Mas’adi Ghufron, Figh Muamalah Kontekstual, (Semarang : Rajawali Pers, 2002),
h. 181.
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pembayaran sewa dengan tunai, kecuali apabila dijanjikan pembayaran dengan
ditangguhkan.™

Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu (yang menyewakan) mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu
barang kepada pihak lainnya (penyewa) untuk digunakan dalam waktu tertentu
dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut.'

Pengertian sewa menyewa dalam KUH Perdata adalah perjanjian, di mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya
kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi
pembayarannya.'’

Dari beberapa pendapat tentang sewa-menyewa tersebut dapat
dissmpulkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu akad untuk mengambil manfaat
suatu benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang diterima dari
orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah
ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila akad sewa menyewa telah
berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia sewa,
dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah sesuai dengan
kesepakatan awal yang telah disepakati, karena akad ini adalah mu’awadhah

(penggantian).

™Moh. Rifa’i, llmu Figih Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 428.

®Mochamad Erwin Radityo, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk
Pemasangan Base Transceiver Sation, Jurnal Ilmiah “Dunia IImu” Vol. 4. No. 1 Pebruari 2018.

TR, Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta
Pradnya Paramita, 1995), h. 381.
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Sedangkan mengenal perjanjian persewaan atas sebagai orang yang lain
seperti perahu dan binatang secara khusus dinamai dengan istilah “kira” Meskipun
keduanya termasuk barang yang dapat dipindahkan, yang dianggap sama dengan
perahu dan binatang ialah semua barang yang tetap seperti tanah, bumi, rumah
dan lainnya.

b. Dasar hukum sewa-menyewa

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sewa-menyewa mempunyai
peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak
atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan
tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu, ulama figih
menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa-menyewa adalah al-
Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’ para ulama.

1) Landasan a-Qur’an

a). Daam Q.S. at Thalag/65: 6.

&}/o}& @}Dﬁ/f o8 /c/. o& ? f
-&)ﬁ\&ybrgwﬂ)\ ole
Terjemahnya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka
berikanlah kepada mereka upahnya.'®

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain
untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang

yang menyusukan anak itu.

8K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), h. 817.
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b). Dalam Q.S. al-Bagarah/2:233.

L; ;;,:i; b\ ;.}{j.; /CL:; “)’\.; ;.%;Yj\ W;.:; :3] ;;j u\j

L0 - <o S0 -0 o}o/

s s R0 o -

| &

Terjemahnya:
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan.™

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama
sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan
anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri dalam buku Hasbi Ash
Shiddieqi, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai
ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan
kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang
berlaku, hendaklah ditunaikan.”

Menjadi kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua
tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuan, dan
menjadi kewagjiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang
wanita-wanita menyusui yang telah diceral dengan cara-cara yang patut sesual
syariat dan kebiasaan setempat. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang
kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kedua orang tua tidak boleh menjadikan

anak yang terlahir sebagal jalan untuk saling menyakiti antara mereka berdua, dan

9K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 47.

“Hashi Ash Shiddiegi, Hukum-hukum Figih Islam.(Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Rizki
Putra, 2000), h. 110
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menjadi kewgjiban ahli waris setelah kematian ayah seperti apa yang menjadi
kewgjiban sang ayah sebelum kematiannya dalam hal pemenuhan kebutuhan
nafkah dan sandang. Apabila kedua orang tua berkeinginan menyapih bayi
sebelum dua tahun maka tidak ada dosa atas mereka berdua bila mereka telah
saling menerima dan bermusyawarah dalam urusan tersebut, agar mereka berdua
dapat mencapa hal-hal yang menjadi kemaslahatan si bayi. Apabila kedua orang
tua sepakat untuk menyusukan bayi yang terlahir kepada wanita lain yang
menyusui  selain ibunya, maka tidak ada dosa atas keduanya, apabila ayah telah
menyerahkan untuk Ibu apa yang berhak dia dapatkan dan memberikan upah bagi
perempuan yang menyusui dengan kadar yang sesuai dengan kebiasaan yang
berlaku di kalangan orang-orang.

c). Daam Q.S. Az-Zukhruf/43: 32.

/O} o8- L o 0~ - }0/ P g o Dﬂ/

2 0 - - }‘ﬂ o - Py P o -~ 0- 08, o~r 0 s
wﬁ fwhm&mwub-)bumdywwjj
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d}*‘-‘uf"u%

1 9

Terjemahnya:
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,
dan kami telah meninggikan, sebahagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa dergjat, agar sebagain mereka dapat mepergunakan sebagian yang
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.**

2) Landasan Sunnah
Adapun landasan sunnah yang dijadikan sebaga dasar hukum

diperolenkannya akad sewa-menyewa para ulama mengemukakan alasan

! Kementerian AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 706.
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kebolehan ijarah berdasarkan haditsyang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai

berikut:

or- }' Py f; wo //.. }oi/ “/ . 2 o - /c& o- ° o -
%Lcaﬁ\‘_;..a&d\kjb: Jsty ales e 2 llle oy A e
’ ’ 22828 //: o, ~ or ;/o/s -0 // o/} o: /////

s oly) d";j;‘ s O J"-; °j>_\ J"‘..".y‘ \jh;‘ : (J“‘j
Artinya

Dari Hamid bin Abdurrahman, saya mendengar Mu’awiyah berkata,
Rasulullah saw. bersabda: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum
keringatnya kering.

3) ljma’

Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan (Jawaz) akad
ijarah, hal ini didasari pada kebutuhan akan barang. Ketika akad jua beli
diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad ijarah
atas manfaat atau jasa. Karena pada hakikatnya akad ijarah juga merupakan akad
jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.®®

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun
yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada di antara mereka yang
berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.?* Pada masa sahabat telah
berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi umat Islam. Jelaslah
bahwa Allah swt telah mensyari’atkan ijarah ini yang tujuannya untuk

kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

ZAbi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhary, Shahih al-Bukhari, Juz I, (Cet. | ;
Kairo : Dar al-Hadits, 2000), h. 585.

“Dyimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Y ogakarta: Pustaka Pelgjar, Cet:
1, 2001), h. 158.

*Hasbi Ash Shiddieqi, Hukum-hukum Figih Islam, h. 111.
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. Rukun dan syarat sah sewa-menyewa
1) Rukun sewa-menyewa
Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi,
tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi sewa-menyewa dapat
dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah
rukun dari ijarah itu hanya satu yakni ijab dan kabul dengan menggunakan lafal
upah atau sewa (al-ljarah, al-Isti’jar, al-lktira’ dan al-lkra’). Ulama Hanafiyah
berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke
dalam syarat-syarat ijarah, bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama
rukun ijarah ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan
adanya sighat (ijab dan gabul).®
Untuk |ebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a) Orang yang berakad (Agidani)

Agidani yaitu dua orang yang melakukan akad yaitu Mu’jir dan Musta’jir.
Mu’jir adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk
mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Musta’jir adalah orang yang
menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu
pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannyaitu.

Adapun syarat agidani adalah kedua belah pihak yang melakukan akad
yaitu dewasa dan tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan menurut agama Islam.
Sehubungan dengan syarat kedewasaan maka ulama Syafi’iyah dan Hanabilah

berpendapat bahwa tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat

“Hasbi Ash Shiddieqi, Hukum-hukum Figih Islam, h. 118.
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membedakan yang baik dan yang buruk. Sedangkan yang tidak adanya unsur
paksaan, maka apabilah salah satu pihak dipaksa menyewakan barangnya, maka
sewa menyewa tidak sah.?

Syarat kedewasaan adalah merupakan hal sangat rasional karena orang
dewasa yang mampu melakukan akad dengan sempurna. Demikian syarat tidak
adanya unsur paksaan karena akan menghindarkan dari dua belah pihak dan
akibat-akibat buruk lainnya. Dalam melaksanakan transaksi sewa menyewa harus
dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak.

b) Objek transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki
manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan
sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang
akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari
perselishan di kemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan
ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.

c) Imbalan atau upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah
uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang
sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.”’ Uang merupakan materi yang
sangat penting dalam pelaksanaan suatu akad. Hal ini juga disampaikan oleh

Ingham bahwa "Money was essentially material and tangible; it could be stored

%Hamzah Ya’qub, Kode Etika Dagang Menurut Islam, (Semarang : Rajawali Pers, 2002),
h. 321.

Z\W. J. S. Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. Jakarta: Balai Pustaka,
2003), h. 384.
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and passed from hand to hand - it circulated. Money, inasmuch as it possesses the
property of being able to buy everything and appropriate all objects, is the object
most worth possessing.?®

Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan.
Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. Dapat diketahui
bersama bahwa ijarah adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang
atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara’ yang berlaku. Oleh sebab
itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.
d). Ijab dan Qabul

Akad sewa menyewa dinyatakan sah dengan ijab gabul. Akad menurut
bahasa adalah ikatan dan persetujuan.”® Sedangkan pengertian akad menurut
istilah adalah merupakan ungkapan kata-kata antara pemilik tanah dengan
penyewa yang bertujuan untuk membuktikan kesepakatan antara pihak yang
menyewakan tanah pertaniannya dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa
menyewa yang berlangsung antar hamba Allah adalah persoalan yang berdasarkan
pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran tersembunyi. Karena itu syariat
menetapkan, ucapanlah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat di dalam jiwa.

Sewa menyewa berlangsung dengan ijab dan qgabul. Pengertian dari
ljab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak. ljab gabul
tidak ada kepastian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya

ada dalam akad dengan bertujuan dan mana bukan dengan kata-kata itu sendiri.

%I ngham, The Nature of Money, (Cambridge: Polity Press, 2004), p. 375.

» Hamzah Ya’qub, Kode Etika Dagang Menurut Islam, h. 323.
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Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (mu’jir) untuk menyewakan barang
atau jasa sedangkan gabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk
menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu’jir. Misalnya, anda
bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya
Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh
menjawab “ya”, saya bersedia.*’

Diperlukan adanya saling rida (rela), direalisasikan dalam bentuk
mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan
berdasarkan ucapan pemilik dan memberikan kepemilikan, seperti ucapan pemilik
tanah: Aku sewakan, aku berikan, aku milikkan, atau ini menjadi milikmu dan
ucapan penyewa: Aku sewa, aku ambil, aku terima, aku rela, atau ambillah apa
harganya dan sebaginya.

2) Syarat ljarah

Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnya
sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat transaksi ijarah yaitu:
a) Beraka dan mummayiz, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak
dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum baligh dan tidak
berakal .3 Jadi transaksi ijarah yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau
orang yang terpaksa tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah pelakunya tidak
dipersyaratkan telah baligh. Oleh karena itu, akad ijarah yang dilakukan kanak-

kanak yang telah baligh dan diizinkan walinya berlaku mengikat dan berdampak

OAmir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Cet. I11; Jakarta: Prenada Media, 2003), h.
219.

3 Hashi Ash Shiddieqi, Hukum-hukum Figih Islam, h. 111.
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hukum.Tapi kalau pelakunya berada di bawah pengampunya, maka keabsahan
akadnyaitu tergantung izin dari wali pengampunya.®

Kedua belah pihak yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
Makatidak sah akadnya apabila kedua belah pihak atau salah satu kedua
belakpihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atauanak
kecil yang belum mumayiz. Syafi’iyah dan Hambaliyahmengemukakan syarat
yang lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihakharusah mencapai usia dewasa
(baligh) menurut mereka tidak sahakadnya anak-anak, meskipun mereka telah
dapat membedakan yang baikdan yang buruk (mumayiz).

Namun demikian ulama Malikiyah menegaskan bahwa mummayiz menjadi
syarat dalam akad ijarah. Sedang baligh manjadi syarat yang menentukan berlaku
mengikat atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena itu, menurut mereka, sah akad
ijarah yang dilakukan seorang kanak-kanak, akan tetapi akad itu baru bisa
dieksekusi setelah mendapat izin dari walinya.

c) Kerelaan (an-Tharadhin)

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk
melakukan akad ijarah, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri.** Apabila
salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
Karena Allah melarang penindasan sesama manusia tapi dianjurkan saling
menyayangi sesamanya. Sebagaimanafirman Allah dalam surat an-Nisaa’ (4) ayat

29:

% Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, h. 219.

¥ Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Cet. 2; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232
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Terjemahnya:

Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.®*

d) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga
tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Barang yang akan disewa itu perlu
diketahui mutu dan keadaanya. Demikian juga mengena jangka waktunya,
misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fugaha
berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat
dari sesuatu yang samar. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sesuai
dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan.®

€) Objek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak
cacat. Oleh sebab itu, para ulama figih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh
menyewakan sesuatu yang diserahkan dan tidak dapat dimanfaatkan langsung
oleh penyewa. Maka tidak sah menyewakan binatang yang lari (terlepas) tanah
gersang untuk pertanian, dan lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu
tidakdapat dipergunakan sesuai dengan bunyi persetujuan (akad) untuk keperluan

apa barang itu disewa. Meskipun tidak ada dalil nagli yang terperinci mengenai

#K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107.

¥ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: sinar Grafika, 2000), h. 146
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hal ini, namun perumusan fugaha ini logis berdasarkan kepada kenyataan dan
maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.

f) Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab itu para ulama
figih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan
ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran),
dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk
dijadikan tempat ibadah mereka. Sewa menyewa ini macam ini batal karena
ibadah tersebut merupakan fardlu ‘ain yang harus dikerjakan sendiri dan tidak
dapat digantikan oleh orang lain, akan tetapi ulama Malikiyah dan Syaf’iyah
menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam menggarkan a-Qur’an karena
mengajarkan a-Qura’an itu sendiri merupakan suatu pekerjaan yang jelas.Ulama
Malikiyah berpendapat boleh hukumnya menggaji seseorang untuk menjadi
muadzin dan imam tetap disuatu magjid, akan tetapi Ulama Syafi’iyah tidak
membolehkan menggaji seorang imam shalat. Dalam hal ini seluruh ulama figih
sepakat menyatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajarkan
berbagai disiplin ilmu,baik ilmu agama, seperti figh dan hadits, maupun ilmu
umum seperti bahasa, sgjarah dan ilmu-ilmu eksakta karena mengajarkan seluruh
ilmuini menurut mereka bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif,
(fardlu kifayah). Selanjutnya terdapat pula perbedaan ulama dalam hal mengambil
upah dalam menyelengggarakan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, dan
menguburkannya. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh mengambil upah
dalam penyelenggaraan jenazah karena ha itu merupakan kewajiban seoarang

muslim, akan tetapi jumhurulama membolehkan dengan alasan bahwa
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penyelenggaraan jenazah merupakan kewajiban kolektif (fardlu kifayah) bukan
kewajiban pribadi (fardlu ‘ain)
g) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalkan menyewa
orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa. Para ulama figih sepakat
menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat merupakan
kewajiban bagi orang yang disewa.
h) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah,
mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa
menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai
penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur
cucian.
i). Uang sewa itu haruslah bernilai dan jelas. Jumlah pembayaran uang sewa itu
hendaklah dirundingkan terlebih dahulu ataukedua belah pihak mengembalikan
kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapa dan
sebagainya yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya®

Sdlain itu, ada syarat kelaziman di antaranya:

(1). Ma’qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat jika terdapat cacat pada
ma’qud alaih (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan
dengan membayar penuh atau membatal kannya.

(2). Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiyah
berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat

akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang

%®Hamzah Ya’kub, Figih muamalah: Kode Etik Dagang Menurut Isam dan Pola
Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, (Cet. I1; Bandung: Diponegoro, 2010), h. 323.
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menyebabkan kemudharatan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga
macam: Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam
mempekerjakan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia, Uzur dari pihak yang
disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan
tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya. Uzur pada barang yang disewa, seperti
menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus
pindah.%’

d. Jenis akad ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu:

1) ljarah manfaat (Al-ijarah ala al-Manfa’ah), hal ini berhubungan dengan
sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan
jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja
disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah.® Misanya, sewa menyewa
rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu’jir mempunya benda-benda
tertentu dan musta’jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara
keduanya, di mana mu’jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta’jir dan
musta’jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

2) ljarah yang bersifat pekerjaan (Al- Ijarah ala Al-*Amal), hal ini berhubungan
dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset

atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa*® Bentuk

$Hamzah Ya’kub, Figih muamalah: Kode Etik Dagang Menurut Isam dan Pola
Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, h. 324.

®Ascarya, Akad & Produk Bank Syari’ah, (Cet. 111; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 99.

¥ Ascarya, Akad & Produk Bank Syari’ah, h. 99
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ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Artinya, ijarah ini
berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu’jir adalah
orang yang mempunya keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir
adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan
imbalan tertentu. Mu’jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan
untuk musta’jir dan musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’jir. Misalnya,
yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga,
sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya
untuk kepentingan orang banyak. Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh
pabrik, dan tukang sepatu.

ljarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan
syari’ah, sedangkan ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investas
atau pembiayaan di perbankan syari’ah. Selain dua jenis pembagian di atas, dalam
akad ijarah juga ada yang dikenal dengan namanya akad al- ijarah muntahiya bit
tamlik (sewabeli), yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau
menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan
alih kepemilikan objek sewa®® Dalam akad ini, musta’jir samasama dapat
mempergunakan obyek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat
perbedaan. Perbedaan tersebut ada dalam akad yang dilakukan di awal perjanjian.
Karena akad ini sgienis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih
tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang

disewamelalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.

“Ovazid Afandi, Figh Muamalah dan Imlementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah, (Cet. Il: Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 188.



e. Penyebab batalnya sewa menyewa

Adapun ha-ha yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa-
menyewa antara lain adalah sebagai berikut:

1) Terjadinya aib/cacat pada barang sewaan

Maksudnya, apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek
sewaan ketika barang tersebut berada di tangan penyewa (musta’jir), yang mana
kerusakan itu disebabkan kelalaian penyewa itu sendiri. Dalam hal ini pihak yang
menyewakan (mu’jir) dapat meminta pembatalan atas perjanjian sewa-menyewa
tersebut.

2) Rusaknya barang yang disewakan

Yaitu ketika barang yang menjadi obyek sewa-menyewa mengalami
kerusakan, sebab dengan kerusakanya atau musnah, sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya yang menjadi
obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan tersebut
terbakar.

3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur alaih)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-
menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnanya barang
maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi, missal perjanjian sewa-menyewa karya,
untuk menjahit bakal celana, kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan,
maka perjanjian sewa-menyewa karyaitu berakhir.

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
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Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan dalam
perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-
menyewa telah berakhir sesua dengan ketentuan yang telah disepakati.
Pandangan Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan
salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun
uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak.**

Adapun yang dimaksud uzur disini adalah suatu halangan sehingga
menyebabkan perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak mungkin dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti halnya tanah yang menjadi obyek
sewa-menyewa disitu oleh aparat negara karena suatu sebab-sebab yang tertentu,
maka perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan tersebut dapat dibatalkan atau
berakhir.

Sedangkan menurut pendapat jumhur, uzur yang dapat membatalkan
perjanjian sewa-menyewa adalah apabila obyek sewa-menyewa tersebut
mengandung cacat atau hilangnya manfaat dari barang yang dipersewakan, seperti
kebakaran dan dilanda banjir.

Salah satunya menurut Imam Abu Hanifah ada lima hal yang
menyebabkan batal (fasakh)nya sewa-menyewa yaitu:*

(@) Salah satu pihak punya khiyar syarat, seperti halnya dalam sewa-menyewa
manfaat, misalnya apabila seseorang menyewa sebuah rumah atau lainya, khiyar

selamatiga hari. Baginya bisa membatalkan akad sebelum waktunya habis dengan

L Choirum Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Cet. I11; Jakarta: Rajawali Pers,
2011), h. 58.

“2Abdurrahman Al-Jaziry, al-figh ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah, jilid 111, h.263.
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syarat orang yang memiliki rumah mengetahuinya, akan tetapi apabila orang yang
memiliki barang itu tidak mengetahuinya terhadap fasahnya, maka tidak menjadi
fasah.

(b) Adanya khiyar ruyat, misalnya apabila seseorang menyewa tanah untuk
ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah yang lainya, maka baginya
punya hak untuk membatalkan.

(c) Adanya khiyar aib, misalnya seseorang yang menyewa rumah atau kendaraan
atau yang lainya, yang menyebabkan mudharat untuk dipakai atau ditempati dan
rumah atau kendaraan tersebut terdapat cacat atau aib seperti robohnya rumah
pada bagian jendelanya, maka sewamenyewa tersebut akad batal.
Aib ini berlaku pada tiga macam, yaitu (1) Aib timbul pada barang yang
disewakan, tanpa pengaruh pada manfaat secara mutlak seperti apabila seseorng
menyewa rumah kemudian jendelahnya roboh atau ada yang rusak yang tidak
membahayakan pada kemanfaatan dan manfaat rumah itu pun berkurang untuk
ditempati, tidak bisa dimanfaatkan. (2) Aib berpengaruh pada manfaat secara
keseluruhan, sehingga pihak pengelola tidak bisa mengambil manfaat pada benda
yang ia sewa untuk tujuan penyewaan barang tersebut pada waktunya. Misalnya
apabila seseorang menyewa rumah kemudian rumah itu roboh. Hukum pada aib
ini bahwasanya semua itu menjadikan gugur pada waktu pohonnya rumah
tersebut, tetapi akad itu tidak batal kecuali apabila yang menyewakan itu
membatalkannya. (3) Aib tersebut berpengaruh sebagian manfaat, sehingga
mengurangi manfaat namun tidak menghabiskanya seperti apabila seseorang

menyewa kendaraan kemudian ada yang rusak salah satu alat kendaraan tersebut.
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Fasah disebabkan adanya aib karena menolak kemudaratan, bukan karena
aibnya barang melainkan terdapat uzur bagi pemilik barang yang terpaksa menjual
barang yang disewakanya. Seperti seseorang yang memiliki barang mempunyai
hutang dan tidak punya harta untuk membayar hutangnya selain menjual barang
yang disewakan tersebut, maka fasahlah sewa-menyewaitu.

Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan syarat akad itu untuk
dirinya sendiri bukan untuk orang lain, kecuali dalam keadaan darurat seperti
penyewa meninggal di suatu tempat yang tidak ada hakim (gadi). dengan
berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa maka
dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah
berakhir. Dengan terlewatinya jangka waktu yang diperjanjikan, secara otomatis
hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik
(yang menyewakan).

f. Asas dalam Sewa Menyewa

Kaidah umum dalam gjaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang
melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan (tidak
dipaksa) pasti mempunya tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan
perbuatan. Oleh karena itu, maka tujuan akad memperoleh tempat penting untuk
menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang hala atau
haram.

Ulama’ figih berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah (sewa menyewa),
apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama’ mazhab Hanafi

berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara
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sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah
satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.*® Akan tetapi,
jumhur ulama’ mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada
cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini
terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama’
mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakat meninggal dunia, maka akad
ijarah batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta. Oleh
sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang sangat penting yang terdapat
di dalam akad sewa menyewa, yaitu:

1) Asas Al-Ridha'iyyah (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk
menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam,
suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan
kehendak penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak penerimaan.
Daam ha ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya
kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Mengenai kerelaan (concent) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan
berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi
tersebut. Pada asas al-ridha’iyyah ini, kebebasan berkehendak dari para pihak
harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat

tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual

43Sirroj uddin, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru VVan Hoeve, 2003), h.662.
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rumah kediamannya, padaha ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang
mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan
cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.*

2) Asas Al-Musawah (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan dergat, tidak
membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit. bangsa, kekayaan, kekuasaan,
jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak
yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan
atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan
meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad.
Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (Safih) maka
boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki
kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.*

3) Asas Al-Adalah (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-
Qur'an, adil adalah salah satu sifat Allah dan Al-Qur'an menekankan agar manusia
menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para
pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan
keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua

kewajibannya.*®

“‘Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, (Y ogyakarta: Ull Press, 2004), h.
116.

“*Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, h. 117.

4Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Miriam Darus Badruzaman,
Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), h. 250
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Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang
mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misanya, sewa menyewa
barang jauh di bawah harga pantas karena yang menyewakan amat memerlukan
uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya,
menyewakan barang di atas harga yang semestinya karena penyewa amat
memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.
Kesemuatransaksi ini bertentangan dengan asas keadilan (al-adalah).

4) Asas Ash-Shidqg (Kejujuran dan Kebenaran)

Kegujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah
nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua
muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Bersikap jujur merupakan
dasar pembinaan akhlak yang sangat penting dalam gjaran Islam dan memerlukan
perjuangan yang tidak ringan, karena banyaknya godaan dari lingkungan sekitar
yang membuat seseorang untuk tidak bersikap tidak jujur.*’ Islam dengan tegas
melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini
memberikan pengaruh pada pihak pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk
tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak
dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang
merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak
mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian yang dilakukan

tersebut tersebut.

“’Baderiah, Reorientasi Pendidikan Islam dalam Perspektif Akhlak Era Millenium Ketiga,
(Palopo: Laskar Perubahan, 2015), h. 86.
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5) Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas
dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam
hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diakadkan pada tiap
akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam
pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-
benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam
mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat
seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan.
Barang-barang yang jelasjelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam
tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali. Mengenai penggunaan barang ngjis
sebagal objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjua kotoran
binatang untuk pupuk dibolehkan. Dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa
segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
Misalnya, berdagang narkotika dan ganja, perjudian, dan prostitusi.

6) Asas al-Ta'awun (Saling Menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua
pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan ha ini suatu akad juga harus
memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama
merupakan kewajiban setigp muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari
sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan
kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan

masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.
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7) Asas Al-Kitabah (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar
akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang
melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah
(penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu,
juga diperlukan adanya saksi-saksi (syahadah), seperti pada rahn (gadai), atau
untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.*®

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa asas
atau prinsip perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan sewa menyewa. Asas-asar
tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak ketia melakukan
akad sewa menyewa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan selama kegiatan
sewa menyewa tersebut berlangsung.

f. Hikmahijarah
Hikmah disyari’atkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah
mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehiduan manusia*® Adapun hikmah
diadakannyaijarah antaralain:
1) Membina ketentraman dan kebahagiaan
Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu’jir dan
mus’tajir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan

diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat

“BFathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari‘ah, h. 250.

“Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka
Pelgjar, 2010), h. 319.
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memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka
musta’jir tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah swit.

Dengan transaks upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap
masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai
kesgahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu
masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan
tentram dan aman. ™

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa manfaat sewa- menyewa
sangatlah besar sekali, karena didalam sewa menyewa terdapat unsur saling
bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena
perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan
yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya: apabila persewaan
tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk
menyebutkan sifat dan kuantitasnya.

2) Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewagjiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada
keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan
adanya upah yang diterima musta’jir maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.
Kewajiban itu sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Bagarah/2: 233 sebagai

berikut:
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% Helmi Karim, Figih Muamalah, h. 121.



Terjemahnya:

Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewgjiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada paraibu dengan cara yang ma’ruf.>

3) Memenuhi hgjat hidup masyarakat
Dengan adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka
akan mampu memenuhi hagjat hidup masyarkat baik yang ikut bekerja maupun
yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ijarah merupakan akad yang
mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.
4) Menolak kemungkaran
Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang
kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya hikmah
ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
sehari-hari.>
g. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa
Sewa-menyewa merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang
tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan
barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu ha yang yang menyebabkan sewa
menyewa itu batal, antaralain:
1) Menurut Hanafiyah sewa-menyewa berakhir dengan meninggalnya salah
seorang dari dua orang yang berakad ijarah hanya hak manfaat, maka hak ini
tidak dapat diwariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki.

Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat ijarah tidak batal karena kematian salah

*! Kementerian AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 44.

2 Hamzah Ya’kub, Figih muamalah: Kode Etik Dagang Menurut Islam dan Pola
Pembinaan Hidup dalam Berekonomi, h. 320.
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satu pihak yang berakad.> Sifat akad ijarah adalah akad lazim (mengikat para
pihak) seperti halnya dengan jua beli. ljarah merupakan milik al-manfaah
(kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

2) Pembatalan akad ijarah dengan igalah (Pembatalan transaksi), yaitu
mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Diantara penyebabnya
adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau
berkurangnya manfaat pada benda itu.

Suatu akad ijarah dapat batal apabila:
a) Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
b) Habis tenggang waktu yang disepakati kedua hal ini disepakati olehulama.
c) Terjadi aib pada obyek sewaan. Maksudnya bahwa jika pada barang yang
menjadi obyek perjanjian sewamenyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada
di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian
pi hakpenyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai.>*
d) Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ditangan penyewa atautimbulnya
cacat lama pada barang itu. Cacat yang dimaksud di sini adalah suatu kekurangan
atau kelemahan pada barang yang menyebabkanterhalangnya penarikan manfaat
daripadanya.

3) Sesuatu yang diijarahkan hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan
mati, rumah sewaan hancur. Jka barang yang disewakan kepada penyewa

musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan

% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah Studi tentang teori Akad Dalam Fikih
Muamalah. (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 106.

> Chairuman Pasaribu, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafndo Persada, 2007), h.
118
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yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan.

4) Waktu perjanjian akad ijarah telah habis, kecuai ada uzur atau
halangan.*Apabila ijarah telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib
mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang
tanah sawah pertanian yang ditanami dengan tanaman padi, maka boleh
ditangguhkan padinya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan
tenggang waktu yang diberikan.

h. Pengembalian Obyek Sewa Menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan berakhir maka penyewa berkewajiban
untuk mengembalikan barang yang disewanya kepadapemilik semula (yang
menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa
menyewaadal ah sebagai berikut:

1) Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang bergerak,
maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepadayang menyewakan atau
pemilik yang menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa
kendaraan.

2) Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidakbergerak,
maka penyewa wajib mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam

keadaan kosong.

®Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah Studi tentang teori Akad Dalam Fikih
Muamalah, h. 108.
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3) Jika yang menjadi obyek sewa menyewa adalah barang yangberwujud, maka
penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada
tanaman penyewa diatasnya.*®

Akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikanantara
manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah). Dengan demikian tujuan
ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal.
Sedangkan dari pihak pemilik, ijarah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan
dari ongkos sewa.

Apabila Obyek sewa menyewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka
akad ijarah batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka
harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan
tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa
dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan
sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya manfaat barang
secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau
kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad
sewa, tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.

Demikian juga bila barang tersebut hilang atau musnah, makasegaa
bentuk kecerobohan menimbulkan kewajiban atau tanggung jawabatas pel akunya,
dan pada sisi lain mendatangkan hak menuntut ganti rugi bagi pihak yang

dirugikan.

*®Adiwarman Karim, Bank Islam (Analisis Figih dan Keuangan), Cet. |1, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 127.
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2. Konsep tentang hukum Islam
a. Pengertian hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”.
Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab
dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “ hukum
Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup
dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata ‘hukum’ menurut Amir Syarifuddin
adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui
sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh
masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata
‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka
‘hukum Islam’ akan berarti: “ seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah
dan sunah Rasul tetang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini
mengikat untuk semua yang beragama Islam.>’

Para pakar hukum Islam menduga bahwa istilah hukum Islam merupakan
terjemahan langsung dari istilah slamic law yang sering dijumpai dalam literatur
berbahasa Inggris (barat).®

Definisi hukum memiliki banyak pengertian yang masing-masing memiliki
kelemahan. Menurut Hazairin dalam buku Anwar Haryono, sgiumlah definisi itu
dapat dikelompokkan ke dalam dua pandangan. Pertama, pendapat yang

mengatakan bahwa hukum hanyalah suatu segi dari penjelmaan hidup

> Amir Syarifuddin,Ushul Figih Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6.

*®Muhammad Khalid Mas*ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, (Surabaya:
al-Ikhlas, 2001), h. 28.
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kemasyarakatan, yakni serangkaian hubungan tertentu yang timbul dalam dan dari
masyarakat tertentu pula. Jelasnya, menurut pandangan ini, hukum adalah
seperangkat peraturan hidup yang berpokok kepada hak dan kewagjiban yang
berlaku selama didukung oleh masyarakat itu. Kedua, pendapat yang mengatakan
bahwa hukum bukan hanya suatu segi dari penjelmaan hidup masyarakat sga. la
tidak hanya sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan yang sangat erat
dengan Tuhan, bahkan memandang Tuhan sebagai sumber hukum yang utama.
Yang disebut pertama, oleh Hazairin-sebagaimana yang dikutip oleh Anwar
Haryono dinamakan dengan paham kemasyarakatan dan yang kedua
dinamakannya dengan paham ketuhanan.*
b. Sumber-sumber hukum Islam
1) Al-Qur‘an

Al-Qur“an berisi wahyu-wahyu dari Allah swt., yang diturunkan secara
berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad saw., melalui malaikat
Jibril. Al-Qur“an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas.
Membaca Al-Qur’an merupakan ibadah. Al Qur“an merupakan sumber hukum
Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada
hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada
Allah swt., yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala
larangannya.

2) Hadits

SAnwar Haryono, Indonesia Kita Berwawasan Iman-ldam, (Jakartaz Gema Insani Press,
2000), h. 81.
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Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad saw., baik berupa
perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (tagrir). Hadits merupakan sumber
hukum Islam yang kedua setelah Al Qur“an. Allah swt., telah mewajibkan untuk
menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi
Muhammad saw., dalam haditsnya.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memilki kedua fungsi
sebagal berikut.

a) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur’an, sehingga
kedunya (Al Qur<an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang
sama.

b) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur’an yang masih
bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur’an yang memerintahkan shalat, membayar
zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak
menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak
merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan hgji.
Rincian semuaitu telah dijelaskan oelh rasullah saw., dalam haditsnya.

3) ljtihad

ljtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu
masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al Qur“an maupun Hadits,
dengan menggunkan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada
cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat

dijadikan sumber hukum yang ketiga.®°

®syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.
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¢. Tujuan hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan
kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dhardriyyah),
kebutuhan sekunder (hajiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam
wacana umum, kebutuhan dhardriyyah disebut primer, kebutuhan hajiyyah
disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier.*

Mempelgjari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan
tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya
wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadis. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan
tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut.®

1) Kebutuhan primer (dharuriyyah)

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga
tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan
terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kebutuhan hidup yang
primer ini dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-magashid al-
khamsah (lima ha pokok), yaitu: memelihara agama, memeihara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara hak milik/harta
a) Memelihara agama

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif
bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asas manusia yang harus

mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam

®lRahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Isam dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 46.

2T opo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),
h. 19
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keberagamaan, syariat I1slam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi)
terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain,

(Firman Allah dalam Q.S. al-Kafirun/109:6.

s - 0 & 18 o R -
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Terjemahnya:
Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.®®

b) Memeliharajiwa

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup,
merdeka dan merasakan keamanan. la melarang bunuh diri dan pembunuhan.
Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar
diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa
memelihara kehidupan, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia

seluruhnya. (Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 32.
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Terjemahnya

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

3K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 919.
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barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah
dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya
telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka
sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan
dimuka bumi.®*
c) Memelihara Akal
Untuk memelihara akal dalam tingkat dharQriyyah syarak mengharamkan
segala jenis minuman yang memabukkan. Begitu juga dengan adanya hukuman
bagi pemabuk, tujuannya adalah untuk melindungi agar eksistens akal tidak
terancam.
¢) Memelihara keturunan
Isam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia
disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab
(silsilah orangtuanya). Bahkan terdapat sanksi yang sangat berat berupa dera
kepada pelaku zina agar tidak mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas

terdapat larangannya dalam dalam Q.S Al-Isral7: 32.

- P ﬂ/O/ //

B}Lﬁ.\.w ;.ij ‘k,w.}-\.ﬁ Q\.§ 4.) ':- L;JJ.S\ \j.)
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.®

d) Memeliharan harta
Berbagai macam transaksi dan perjanjian (mu’amalah) dalam perdagangan
(tijarah), barter (mub&dalah), bagi hasil (mudharabah), dan sebagainya

dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat

%K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 149.
K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388.



mel angsungkan kehidupan secara sejahtera. 1slam sangat melarang keras tindakan
pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan perampokan
karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas. (Firman Allah

dalam Q.S. Al-Bagarah/2: 188.
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Terjemahnya:
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui .®®

2) Kebutuhan sekunder (al-hajiyyah)

Al-hajiyyah merupakan suatu kebutuhan yang mesti dimiliki oleh manusia,
dan keberadaannya akan membuat manusia lebih mudah dan terhindar dari kesulitan,
namun jika tingkatan hajiyyah ini tidak dimiliki oleh manusia, hanya akan berakibat
kesulitan bagi mereka, tidak sampai mencel akakan kehidupan mereka.

Contoh tingkatan al-hgjiyyah daam permasalahan ibadah adalah
diperbolehkannya mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah swt. seperti
menggashar sholat bagi orang yang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang
yang dalam perjalanan dan orang orang yang sakit. Dalam bidang muamalah adalah

diperbolehkannya sewa menyewa dan jual beli salam. Tujuan yang diinginkan oleh

Syéri " ketika mensyari “atkan semua yang tercakup dalam tingkatan al-hajiyyah ini

®Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 30.
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hanyalah untuk memberikan kemudahan kepada hambanya dan menghindarkan
mereka dari segala bentuk kesulitan.®’

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat a-Nisa/4:28.

P o8 - o WoR
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Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan
bersifat lemah.

3) Kebutuhan tersier (tahsiniyyah)

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat
berbagal perbaikan, yaitu menjadikan hal-ha yang dapat menghiasi kehidupan
sosia dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih
baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsiniyyat. Ketiadaan perbaikan ini tidak
membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan kebutuhan hidup.
Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selau berkesinambungan.
Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (virtues), cara-cara yang baik
(good manner) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

C. Kerangka Pikir

Dari uraian di atas, maka berikut penulis mengemukakan bagan kerangka

pikir yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami aur penelitian secara

sistematis.

% Abdul Aziz bin Abdurrahman, Ilmu Magashid al-Syari”, (Riyadh: Maktabah Malik
Fahd al-Wathaniyyah, 2002), h. 134.
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BAGAN KERANGKA PIKIR

( L andasan Nor matif
1. Al-Qur’an

2. Al-Hadis
3. ljtihad/ljma’ J

W f Sistem pembayaran
Sewa menyewa tambak akhir waktu

Tinjauan Hukum Islam

( Hasil Pendlitian W
N J
Dalam suatu kehidupan manusia, terdapat sesuatu yang dijadikan sebagai

landasan ataupun pedoman untuk menjalankan segala kegiatan manusia agar
berjalan lancar dan benar. Sebagai suatu landasan hidup manusia, Islam
memberikan suatu kebebasan serta batasan batasan dalam melaksanakan segala
kegiatan manusia, tak terkecuali dalam pel aksanaan sewa menyewa tanah tambak.

Sebagian masyarakat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur juga
memanfaatkan tambak sebaga salah satu objek sewa-menyewa, dimana s
penyewa menggunakan tambak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik
kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Penyewa harus membayar sewa
tambak berupa hasil panen padi pada saat setigp kali masa panen tiba atau
membayar dengan uang sesual dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah

pihak misalnya dalam waktu 1 tahun ataupun dalam masa yang telah ditentukan.
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METODE PENELITIAN

A. Jenisdan Pendekatan Penelitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) berbentuk
kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya
dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak
merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga natural setting
dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada
di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk
deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melaui data
yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun obyek penelitian. Dalam
penelitian ini penulis akan menguraikan secara mendalam tentang tinjauan hukum
Islam tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir
waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia. Namun ketika peneliti
memilih manusia sebagai subjek, maka harus tetap mewaspadai bahwa manusia
mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, dan kepentingan. Meskipun peneliti

sudah memilih secara cermat, sudah merasa menyatu dalam kehidupan bersama

Hadari Nawawi dan Nini Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2001), h. 174
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beberapa lama, tetap harus mewaspadai bahwa mereka juga bisa berfikir dan
mempertimbangkan kepentingan pribadi. Mungkin ada kalanya berbohong sedikit
dan menyembunyikan hal-hal yang dianggap dapat merugikan dirinya, dalam hal
ini peneliti harus lebih pandai mengorek informasi menyembunyikan perasaan.
Dengan demikian mungkin data yang akan diperoleh Iebih bisa dipertanggung
jawabkan.

Agar pendlitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penelitian ini
dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu tahap identifikasi masalah yang diteliti,
menyusun proposal, tahap pengumpulan data, tahap analisa data, dan tahap
penulisan laporan

2. Pendekatan penelitian
a. Pendekatan religius

Pendekatan religius, yaitu pendekatan yang menjadikan sumber garan
Isam yakni a-Qur’an dan al-Hadis sebagai rujukan utama dalam mengkaji
tinjauan hukum Islam tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem
pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu landasan kajian untuk mempelgjari
hidup bersama dalam masyarakat. Untuk mempelgari fenomena sosia
kemasyarakatan tersebut penulis melakukan pengamatan di lapangan demi
mendapatkan informas langsung dari masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam

penelitian ini yaitu usaha untuk melihat hubungan kerja sama masyarakat dalam
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kegiatan sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
c. Pedekatan yuridis

Pedekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum
serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan

pendapat para ahli.

B. Lokas dan Waktu Penelitian
1. Lokas penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
Di samping itu peneliti memilih lokasi ini karena fasilitas transportasi baik umum
maupun pribadi dari tempat tinggal penulis ke lokas penelitian tergolong sangat
lancar dan terjangkau.
2. Waktu pendlitian
Penelitian ini dilaksanakan pada waktu naskah proposa penelitian telah
diuji dan disetujui oleh pembimbing, serta peneliti telah memenuhi syarat-syarat
administrasi sebagai mahasiswa pascasarjana |AIN Paopo. Penelitian ini
berlangsung selama dua bulan.
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek penelitian
Subjek penelitian adalah benda, ha atau tempat data untuk variabel

peneliti melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian tidak selau berupa
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orang, tetapi dapat berupa benda, kegiatan, tempat. Dalam sebuah penelitian,
subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek
penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan diamati.? Pada
penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang
memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti baerkaitan dengan
penelitian yang sedang dilaksanakannya. Adapun yang menjadi subjek dalam
penelitian ini yaitu kepala kantor kecamatan dan orang yang melakukan ijarah.
2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang
menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Adapun yang menjadi obyek
dalam penédlitian ini yaitu masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam
tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, yang terdiri dari: praktek tentang sewa
menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan
Malili Kabupaten Luwu Timur, langkah-langkah pelaksanaan sewa menyewa
tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu, serta tinjauan hukum Islam
tentang praktek tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran
akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
D. Validitas dan Reliabilitas Data

Vadiditas dan reliabilitas data merupakan tahap yang sangat penting dalam
penelitian kualitatif, karena sangat menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil

penelitian yang telah dilakukan. Validitas dan reliabilitas data ini dimaksudkan

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), h. 11.
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untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di
lapangan, adapun cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan
triangulasi.

Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan
pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan
data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data
dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.®

Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan,
yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan metode.

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data
(cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua
atau lebih sumber informan satu dengan informan dengan pertanyaan yang sama.
Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan
mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan.
Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan yang satu
dengan informan yang lainnya.

Adapun triangulasi dengan metode dilakukan oleh peneliti yaitu dengan

Cara

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 330.
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1. Mengetahui hasil pengamatan tentang tinjauan hukum Islam tentang sewa
menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan
Malili Kabupaten Luwu Timur.

2. Membandingkan hasil pengamatan mengenai tinjauan hukum Islam tentang
sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

3. Membandingkan hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara
berikutnya yang dilakukan oleh peneliti.

Ha utama yang diharapkan dari keseluruhan proses di atas adalah
penarikan kesmpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan oleh
peneliti sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagal sebuah karya ilmiah
yang representatif.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian, peneliti mengambil posisi sebagai
pengamat partisipan. Selain itu, peneliti melakukan wawancara mendalam.
Sebagai pengamat peneliti berperan serta dalam kegiatan subjek pada setiap
situas yang diinginkan untuk dapat dipahami. Teknik pengumpulan data yang
ditempuh dalam mengumpulkan data-data di lapangan dalam penelitian ini terdiri
dari tiga macam, yaitu pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan

dokumentasi.
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a Observas

Observas yaitu metode yang digunakan melaui pengamatan yang
meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan
keseluruhan alat indra* Data yang dihimpun dengan teknik observasi ini adalah
hasil pengamatan proses praktek sewa menyewa dan bentuk perhitungan waktu
dalam perjanjian sewa menyewa tambak di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu
Timur.

Observas sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik
bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau
wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi
tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Lexy J. Moleong mengemukakan beberapa manfaat penggunaan teknik
observas dalam penelitian kualitatif. Di antaranyaiaah:

1) Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung.

2) Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri,
kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan
sebenarnya.

3) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang
berkaitan dengan pengetahuan yang proposional maupun pengetahuan yang

langsung diperoleh dari data.”

“Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2007), h. 14.

*Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya,
2017), h. 126.



b. Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui
komunikasi langsung antara pewawancara (interviewer) dengan responden (subjek
yang diwawancarai atau interviewer) Dalam pendlitian ini dilakukan wawancara
bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti
responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar
tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.®

Wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data dengan
mengadakan tanya Jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada
perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti. Metode wawancara
dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang
dikerjakan dengan sistematik dan masuk kepada tujuan penelitian.

Berdasarkan ha itu maka wawancara merupakan proses percakapan
berupa tanya Jawab yang terjadi antara dua orang, yaitu peneliti dengan objek
penelitian. Suharsimi  Arikunto telah membedakan wawancara menurut
pel aksanaannya menjadi tiga macam, yaitu:

1) Wawancara bebas (tanpa pedoman pertanyaan);
2) Wawancara terpimpin (menggunakan draf pertanyaan);
3) Wawancara bebas terpimpin (kombinasi antara wawancara bebas dan

wawancara terpimpin).®

®Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Y ogyakarta:
Gajah Mada University Press, 2006, h. 23.

"Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Y ogyakarta: Andi offset, 2004), h. 193 .

8suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek
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Daam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas
terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin yang menggunakan
pedoman pertanyaan dan wawancara bebas yang tidak menggunakan daftar
pertanyaan. Dalam hal ini penulis memilih menggunakan wawancara bebas
terpimpin dengan maksud agar bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan
penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan  sebagai
pendukung.

Metode interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap
data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang sewa menyewa tanah
tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten
Luwu Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari
data-data otentik yang bersifat dokumen, balk data itu berupa catatan harian,
memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di
sini adalah data atau dokumen yang tertulis.” Dengan kata lain, dokumentasi
adal ah cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pencatatan terhadap
dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian.

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan
kepada subyek penelitian. Metode dokumentasi memiliki arti yang sangat penting
dalam penelitian kualitatif karena secara jelas dokumentasi memberikan gambaran

mengenai peristiwa atau kejadian yang terdapat pada subyek dan obyek penelitian

\Wirawan Sarlito, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.
73.
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pada saat tertentu. Sehinga peneliti mampu memberikan gambaran maupun
penafsiran sesuai dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam dokumentasi
tersebut. Adapun aasan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam
penelitian ini, antaralain:

a. Untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode lain.

b. Dengan metode ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah
berlalu.

c. Untuk dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan
metode lain.

Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang sewa menyewa
tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah
menentunkan instrumen yang dipaka dalam mengumpulkan data sesuai dengan
masalah yang hendak. Menurut Sugiyono instrumen penelitian adalah suatu alat
yang digunakan bailk untuk mengukur fenomena alam maupun sosia yang
diamati.*

Daam penelitian kudlitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya

di lapangan.

935ugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
h.148.
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Instrumen penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan
kualitas penelitian. Apabila alat penelitian ini akurat, maka hasilnya akan akurat
dan begitupun sebaliknya. Dalam menyusun instrumen penelitian perlu
memperhatikan beberapa segi, di antaranya bentuk pertanyaan sebaliknya
menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh responden sehingga tidak
menimbulkan penafsiran ganda yang dapat memengaruhi kevalidan data yang

diperlukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian
antaralain.
a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagal intsrumen pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila pendliti ingin mengetahui hal -
hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Dalam
hal hal ini peneliti menggjukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang ada
kaitannya tentang persepsi masyarakat tentang tinjauan hukum Islam tentang sewa
menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan
Malili Kabupaten Luwu Timur, dengan berpedoman kepada pertanyaan
wawancara yang telah dibuat sebelumnya. (sebagaimana terlampir).
b. Lembar observasi

Lembar observas merupakan instrumen yang telah dibuat dalam
penelitian dalam rangka mengamati, mendengar, memahami, mencari jawaban,

dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-keadian, keadaan benda, dan
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simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa memengaruhi fenomena
yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data
andisis."!

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan
pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini,
penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang
indikasi-indikasi yang terjadi di di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
tentang proses sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir
waktu berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan atas dokumen atau berkas
yang terkait dengan informasi seputar penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung
melihat, membaca dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan persepsi
masyarakat tentang tinjauan hukum Islam tentang sewa menyewa tanah tambak
dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu
Timur. Di samping itu, metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk
mendapatkan profil kecamatan malili, gambar-gambar tentang hasil wawancara

dilapangan dan lain-lain.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Teknik pengolahan dan andlisis data dalam penelitian ini menggunakan

model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu

" mam Suprayogo, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2001), h. 167.
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dimulai dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Proses ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya jenuh.

Anadisis data merupakan upaya mencari data menata secara Sistematis
catatan observasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman
tersebut analisis perlu dilanjutkan untuk upaya mencari makna. Penygjian data
dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian
data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari
data-data yang sudah diperoleh. Kemudian disusun secara sistematis dari bentuk
informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.

1. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara
sebagal berikut:
a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data
terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan
dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data
dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun

dengan interpolasi (penyisipan).
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b. Coding

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang
termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam
bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas
pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.
c. Tabulas

Tabulas adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah
diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat
sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel
akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa
yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis
yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah
tersedia menjadi susunan pembahasan, maka penulis menggunakan tiga jalur
analisis data kualitatif sebagai berikut:

a Reduks data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari

2M. Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:
Gralialndonesi, 2002), h. 155.
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catatan tertulis di lapangan.® Oleh karena itu dalam mereduksi data peneliti
membuat ringkasan yang berisi uraian hasil penelitian terhadap catatan lapangan,
pemfokusan pada jawaban terhadap masalah yang diteliti. Untuk selanjutnya
dikembangkan sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam
catatan lapangan, ringkasan kontak, direduksi untuk mengidentifikasi topik-topik
liputan data guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,untuk itu
maka perlu dicatat secarateliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama
peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Untuk itu perlu
dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang
direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutntya, dan mencarinya bila diperlukan.

Kegiatan ini dilakukan untuk pengkategorian dan pengklasifikasi data
sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dicari datanya.
Reduksi data berlangsung secara terussmenerus selama pendlitian ini
dilaksanakan, mulai dari awal mengadakan penelitian sampai akhir dalam bentuk
laporan lengkap tersusun.

b. Penygjian data

Penyagjian data Dilakukan dengan mendeskripsikan sekumpulan informasi
secara teratur dan sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat.

Setelah peneliti mereduks data maka peneliti akan mendiskripsikan hasil

BTjgep, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Ul Press, 2006), h. 16.
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penelitian baik dalam observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk
memudahkan di dalam penarikan kesimpulan pada hasil penelitian.

Menurut Miles dan Hubermen yang dikutip oleh Muhammad Idrus,
penygiian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.’* Langkah ini dilakukan dengan
menyagjikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang
diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga
memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penygjian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau
bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini pendliti
berupaya mengklasifikaskan dan menygikan data sesuai dengan pokok
permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok
permasal ahan.

c. Deskriptif kualitatif

Daam proses pendlitian, peneliti menggunakan metode kualitatif
deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara
dalam penelitian ini dianalisi's dengan menggunakan analisis deskritif kualitatif
yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan
dideskripsikan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah
sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah

penelitian.

“Muhammad 1drus, Metode Penelitian 11mu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,
(Jakarta: Erlangga, 2009), h.151.
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d. Penarikan kesimpulan
Kegiatan analiss data pada tahap terakhir adalah menarik
kesimpulan/verifikasi yaitu meninjau ulang catatan lapangan dengan seksama
melalui  pemeriksaan keabsahan data untuk menguji kebenarannya dan
kecocokannya yang merupakan validitasnya
Penarikan kesmpulan dilakukan oleh peneliti  dengan jaan

membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna
yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembai ke lapangan untuk
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel. Kesimpulan akan terus diverifikasi oleh peneliti selama masa
peneltian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai berikut.

1) Deduktif, yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan jalan pengolahan data
dan penganalisaan mendapatkan kesimpulan yang sifatnya khusus

2) Induktif, yaitu suatu metode atau teknik yang dipergunakan pengelolahan
data dengan mengumpulkan data-data/ fakta-fakta yang berhubungan pokok
masalah kemudian dianaisa dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik
kesimpulan ke yang bersifat umum.

3) Komparatif, yaitu penulis mengemukakan beberapa pendapat, kemudian

membandingkanya lalu mengambil suatu kesimpulan.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasl Penditian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Malili merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu
Timur dengan luas wilayah 921,20 km2, kecamatan yang merupakan ibukota
Kabupaten Luwu Timur. Secara astoronomis, Kecamatan Malili terletak di
2°29°24” - 2°51°33” lintang selatan dan 120°57°16” - 121°22’46” bujur timur.
Kecamatan Malili berbatasan dengan Kecamatan Nuha di sebelah utara,
Kecamatan Nuha dan Towuti sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan
Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara. dan di sebelah barat berbatasan
dengan Kecamatan Angkona dan Teluk Bone. Kecamatan Mdlili terdiri dari 14
wilayah pedesaan dan 1 wilayah kelurahan yang seluruhnya berstatus definitif.
Wilayah Kecamatan Malili merupakan wilayah bukan panta. Dari 15
desa’kelurahan, hanya terdapat 2 desa yang merupakan wilayah pantai yaitu Desa
Harapan dan Desa Lakawali Pantai.Secara topografi wilayah Kecamatan Malili
merupakan daerah berbukit-bukit.Terdapat empat sungai yang mengaliri
Kecamatan ini yaitu sungai Lawape, sunga Malili, sungai Cerekang, dan sungai

Pongkeru.*

'Dokumentasi, Profil Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , pada tanggal 07 April
2019.
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Sepanjang tahun 2016, curah hujan tertinggi di Kecamatan Malili terjadi
pada bulan Maret dengan tingkat curah hujan 588 mm dan terjadi selama 29 hari
di sepanjang bulan Maret.Sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Juli
dengan tingkat curah hujan 172 mm dan berlangsung selama 24 hari di sepanjang
bulan Juli.

b. Pemerintahan

Pada tahun 2016 di Kecamatan Malili terdapat 50 dusun, 5 lingkungan dan
140 RT. Sebagai Pusat Pemerintahan, sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur bertugas di Kecamatan Malili.

Pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 183 surat nikah dan 3 surat cerai yang
telah dikeluarkan khusus untuk pemeluk Agama Islam. Dan tercatat pula 45
perkara pidana dimana yang terselesaikan sebanyak 20 perkara. IMB yang
dikeluarkan oleh Kecamatan Malili pada tahun 2016 sebanyak 135 izin.

c. Penduduk

Kepadatan penduduk di Kecamatan Malili yaitu sekitar 43 jiwa per
kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Manurung
dengan kepadatan 723 jiwa per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah
Desa Laskap dengan kepadatan hanya sekitar 3 jiwa per kilometer persegi. Pada
tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Malili sebanyak 39.766 jiwa yang
terbagi ke dalam 10.127 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu

rumah tangga sebanyak 4 jiwa.?

“Dokumentasi, Profil Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , pada tanggal 07 April
2019.
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Pada tahun yang sama jumlah laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.
Laki-laki sebanyak 20.451 jiwa dan perempuan sebanyak 19.315 jiwa, sehingga
rasio jenis kelaminnya sebesar 105,882 yang artinya dari 100 wanita terdapat
sekitar 105 laki-laki. Sementaraitu, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-
2016 meningkat sebesar 2,26 persen.

d. Sosia
1) Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Malili relatif lengkap. Pada tahun 2016,
jumlah TK di Kecamatan Malili sebanyak 25 unit, 27 unit SD, 9 unit SLTP dan 6
unit SLTA. Fasilitas pendidikan juga telah dilengkapi dengan perpustakaan
sekolah. Jumlah perpustakaan untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA masing-masing
sebanyak 23 unit, 4 unit dan 2 unit perpustakaan.

Rasio murid guru memberikan gambaran rata-rata banyaknya murid yang
digar oleh seorang guru yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas
guru dalam proses belgjar mengajar. Tahun garan 2015/2016 rasio murid guru SD
sebesar 22 siswa setiap guru untuk SD. Sedangkan untuk SLTP dan SLTA sebesar
15 siswa setigp guru untuk jenjang pendidikan SLTP, dan 14 siswa setiap guru
untuk jenjang pendidikan SLTA. Pada tahun garan 2015/2016 tingkat kelulusan
untuk jenjang pendidikan SD mencapai 97,89 persen, Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) SLTP mencapai 86,45 persen, dan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas (SLTA) mencapai 84,01 persen.’

3Dokumentasi, Profil Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , pada tanggal 07 April
2019.
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2) Kesehatan

Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Malili yaitu tiga buah puskesmas
terletak di desa Puncak Indah , desa Pasi-pasi, dan desa Lakawali.selain itu
terdapat 12 unit poskesdes, 30 unit posyandu, 4 tempat praktek dokter, dan 3
apotik. Selanjutnya, tenaga medis yang tersedia adalah 4 dokter umum, 3 dokter
gigi, 2 apoteker, 32 bidan, dan 41 perawat dan 28 dukun tradisional.

Pada tahun 2016 tercatat sekitar 16 kelahiran yang ditangani oleh dokter
dan 891 kelahiran yang ditangani oleh bidan, dimana tercatat 903 bayi lahir hidup
dan 5 bayi lahir mati. Pengguna Akseptor KB pada tahun 2016 mengalami
peningkatan sebesar 2,90 % dari tahun sebelumnya, dimana pengguna akseptor
terbanyak berasal dari Desa Puncak Indah, dan suntik (injection) merupakan alat
kontrasepsi yang paling banyak digunakan.

3) Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Malili beragama Islam. Kondisi ini antara
lain dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah bagi umat Islam seperti megjid
sebanyak 57 buah dan mushalah/langgar sebanyak 23 buah. Selain itu penduduk
Kecamatan Malili terdapat komunitas masyarakat yang memeluk agama Kristen
dan Hindu dengan jumlah tempat ibadah berupa gerga sebanyak 19 buah dan
Pura 3 buah.*

4) Sosial Lainnya
Penyebab terjadinya tindak kegahatan yaitu dikarenakan adanya niat dan

kesempatan. Sebagai indikator keamanan, maka statistik krimina perlu diamati

“Dokumentasi, Profil Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , pada tanggal 07 April
2019.
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dari waktu ke waktu, karena semakin tinggi frekuensi tindak kriminal akan
merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan dan ketertiban umum.
Sampa dengan tahun 2016 terdapat 38 kasus krimindlitas yang terjadi di
Kecamatan Malili, sebesar 34% merupakan kasus perkel ahian dan penganiayaan.
5) Perumahan Dan Lingkungan

Pada tahun 2016, bangunan rumah di kecamatan Malili umumnya
merupakan rumah non-permanen dengan tingkat persentase sebesar 44,20%.
Sedangkan untuk sumber air minum, sebagian besar masyarakat menggunakan
ledeng atau air kemasan sebagai sumber air minum utama. Dan bahan bakar untuk
memasak pada umumnya menjadikan gas sebagal pilihan utama.
e. Pertanian

1) Tanaman Pangan

Sebagian besar 1ahan sawah di Kecamatan Malili masih merupakan sawah
tadah hujan dengan luas 804 hektar. Dan lahan kering umumnya digunakan
sebagai lahan lainnya (tambak, kolam, empang,dil) dengan tota luas sgumlah
4.568 hektar. Pada tahun 2016, luas panen padi di Kecamatan Malili adalah 1.138
hektar yang menghasilkan produks padi sebesar 6.112,9 ton, dengan tingkat
produktivitas 53,72 kuintal/ha. Selain padi, Kecamatan Malili juga berpotensi
menghasilkan jagung, kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar.”

2) Hortikultura
Pada sub sektor hortikultura jenis tanaman buah-buahan yang memiliki

produksi paling banyak adalah buah pisang dengan jumlah produks 1.255,2 ton,

*Dokumentasi, Profil Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , pada tanggal 07 April
2019.
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tanaman sayuran adalah terong dengan jumlah produksi 11,1 ton dan tanaman
obat-obatan adal ah jahe dengan produksi 368 kg.
3) Perkebunan
Sementara itu, di sub sektor perkebunan, Kecamatan Malili merupakan
produsen kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan
paling potensial dengan luas tanam sebesar 1.339,50 ha dengan produksi sebesar
15.896 ton selamatahun 2016.

4) Peternakan

Sapi potong merupakan ternak besar terbanyak yang terdapat di
Kecamatan Malili, sebanyak 731 ekor, sedangkan kerbau sebanyak 75 ekor.
Sementara itu, ternak kecil yang paling banyak adalah ternak kambing 663 ekor,
kemudian babi sebanyak 387 ekor. Selanjutnya ternak unggas yang terbanyak
adalah ayam pedaging sebanyak 272.149 ekor, dan ayam kampung sebanyak
26.479 ekor.

5) Perikanan

Kecamatan Malili adalah salah satu kecamatan yang berada di pesisir
Teluk Bone, sehingga daerah ini berpotensi terhadap perikanan laut dengan total
produksi yang dihasilkan selama tahun 2016 sebanyak 4.316,2 ton ikan.
Disamping perikanan laut daerah ini juga potensi terhadap budidaya ikan di areal
tambak yang memproduksi ikan sebanyak 103.860 ton dan areal kolam sebanyak

21,53 ton.®

®Dokumentasi, Profil Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , pada tanggal 07 April
2019.



80

f. Perindustrian, Pertambangan dan Energi
1) Perindustrian

Pada tahun 2016, di Kecamatan Malili memiliki 375 usaha industri dengan
jumlah tenaga kerja sebesar 827 orang. Usaha industri yang paling banyak
menyerap tenaga kerja adalah usaha industri makanan dan minuman. Kebutuhan
masyarakat akan ketersediaan makanan dan minuman jadi menjadikan usaha ini
masih optimis untuk tetap eksis.

2) Pertambangan dan Energi

Kecamatan Malili memiliki potensi tambang dan penggalian yaitu
batu/koral, pasir, dan tanah liat.Potensi penggalian batu/koral terdapat di Desa
Puncak Indah, Baruga, Ussu, dan Atue.Sedangkan potensi penggalian pasir
terdapat di Desa Pongkeru, Puncak Indah, Wewangriu dan Ussu.Dan potensi
penggalian tanah liat terdapat di desa Pongkeru, Wewangriu dan Atue. Rumah
tangga pelanggan listrik PLN di Kecamatan Malili cukup besar sebanyak 8.107
rumah tangga yang tersebar di seluruh desa sedangkan pelanggan listrik Non-PLN
sebanyak 785 rumah tangga.
g. Transportasi Dan Komunikasi

Sarana transportasi darat sudah cukup memadal di Kecamatan Malili. Hal
ini terlihat dari ketersediaan kendaraan umum penghubung antar desa yang masih
didominasi oleh motor ojek. Ketersediaan pom bensin juga sudah dapat dinikmati
oleh masyarakat Kecamatan Malili. Selain itu tersedia pula sarana komunikasi

berupa kantor pos pembantu di kelurahan Malili.’

"Dokumentasi, Profil Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , pada tanggal 07 April
2019.
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h. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Untuk menunjang kegiatan perekonomian penduduk Kecamatan Mdili,
sampai dengan tahun 2016 terdapat sebanyak 3 pasar, 16 minimarket, 19
kelompok pertokoan, 5 rumah makan/restoran, 159 warung makan/kedai makan
minum dan ditunjang oleh 11 hotel/penginapan.
i. Keuangan

Pada tahun 2016 redlisas pendapatan asi daerah kecamatan Malili
mencatat pencapaian lebih dari 342 juta rupiah atau sekitar 73,15% dari nilai yang
ditargetkan. Dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tercatat 840 juta
rupiah atau sekitar 93,21% dari target yang ditetapkan. Sementara itu Lembaga
keuangan yang tersedia di Kecamatan Malili yaitu terdapat 8 unit bank dan 2 unit
pegadaian dan 2 unit asuransi.®

2. Praktek Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir

waktu

Era globalisas yang berusaha menghadirkan perbaikan dan kemajuan di
berbagai bidang, ternyata baik secara langsung atau tidak telah melunturkan dan
memudarkan nilai-nilai luhur dan sikap-sikap kebersamaan dalam masyarakat.
Sikap gotong royong, kekeluargaan dan persaudaraan berangsur-angsur berganti
menjadi sikap individualis, egois, dan matarialis.

Masyarakat Kecamatan Malili secara perlahan tapi pasti ikut mengalami
kemunduran dalam kebersamaan dan persaudaraan. Sifat dan karakteristik yang

menjadi simbol dan kebanggaan masyarakat pedesaan berangsur memudar. Di

8Dokumentasi, Profil Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur , pada tanggal 07 April
2019.
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saat masyarakat sudah berkurang kesadarannya untuk saling membantu, maka
praktek sewa menyewa tanah tambak merupakan salah satu cara yang diterapkan
oleh masyarakat untuk tetap menjaga kekerabatan dan persaudaraan dalam
kehidupan bermasyarakat. Praktek ini dilandasi oleh sikap saling percaya dan
kasih sayang terhadap sesama, walaupun dalam bentuk sewa menyewa.

Praktek sewa menyewa tanah tambak yang dijalankan masyarakat
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur juga membantu seseorang
mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika
membutuhkan uang dan menyewakan lahannya, sedangkan penyewa mendapat
keuntungan dari menyewa tanah tambak untuk digarap.

Hikmah disyari’atkannya ijarah (sewa-menyewa) cukup besar, karena di
dalamnya mengandung manfaat bagi manusia, perbuatan yang bisa dikerjakan
oleh satu orang belum tentu bisa dikerjakan oleh dua atau tiga orang. Apabila
sewa itu berupa barang, disyari’atkan agar barang itu disebutkan dalam akad
sewa. Syarat-syarat yang lain disebutkan dalam kitab figih. Syarat disebutkannya
barang dalam akad sewa, dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan
pertentangan, seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang
tidak jelas yang dinilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak
mempunyai faedah (manfaat).

Dari semua penjelasan di atas, di samping muamalah jua beli maka
muamalah sewa menyewa ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan
sehari-hari sgak zaman dulu hingga kini. Tidak dapat dibayangkan betapa

kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa-menyewa ini
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tidak dibenarkan oleh Isdlam. Karena itu, sewa-menyewa dibolehkan dengan
keterangan syara’ yang jelas, dan merupakan bentuk dari keluwesan dan keluasan
hukum Islam. Setiap orang berhak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan
prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari‘at 1slam.

Sewa-menyewa mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan
bermasyarakat sgjak zaman dulu hingga saat ini. seandainya sewa menyewa ini
tidak dibenarkan oleh Islam, mungkin tidak dapat dibayangkan masyarakat akan
mengalami  hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sewa-
menyewa dibolehkan dengan ketentuan syara” yang tentunya sudah jelas, dan
merupakan bentuk kemudahan dan keluasan hukum Islam. Setigp orang
mempunyai hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip
yang telah diatur dalam syari'at 1slam. Begitupula halnya dengan sewa menyewa
tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur.

Dari uraian di atas berikut peneliti akan memaparkan tentang praktek
tentang sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil observas,
wawncara, dan dokumentasi di lapangan

1. Dasar pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara garis besar prakiek sewa
tanah yang dilakukan masyarakat setempat adalah system sewa tanah yang belum
jelas pembayarannya atau tidak dibayarkan dari awal akad tetapi menunggu hasil

panen dari tanah tersebut. Berapapun hasil yang diperoleh penyewa pemilik tanah



tambak mendapatkan uang sewa dari hasil panen yang telah disepakati pada awal
kesepakatan dengan tidak mengganti modal yang telah dikeluarkan oleh penyewa.

Masalah akad yang sewa menyewa tanah tambak dilakukan secara lisan
sgja atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pemilik
tanah atau s penyewa yang mendatangi rumah dan menyampaikan keinginan
untuk menyewa tanah tersebut. Akan tetapi terkadang antara kedua belah pihak
sgja dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan cara tertulis yang di tuangkan
materai dan kuitansi sebagai bukti transaksi. Dengan demikian setelah terjadinya
akad tentang sewa tanah timbullah hak dan kewajiban bagi pemilik tanah dan
penyewa sesuai dengan kesepakatan dan keseriusan antara kedua belah pihak.
Tentang batas waktu sistem praktek sewa tanah adalah sesuai dengan kesepakatan
awa dalam suatu akad, dan dalam hal ini kesepakatan yang dihasilkan berkisar
tiga sampai limatahun.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara beriku ini.
Yang menjadi dasar pelaksanaan praktek sewa-menyewa tanah tambak dengan
sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
yaitu adanya komitmen atau akad perjanjian yang disepakati secara lisan antara
pemilik tanah tambak dengan orang yang akan menyewa baik itu terkait dengan
luas tanah, nilai sewa maupun lamanya tanah tersebut di sewa bahkan kapan
sewanyadi bayar atau dilunasi.’

Bentuk kesepakatan atau komitmen di awa ketika melakukan proses

perjanjian sewa menyewa antara pemilik lahan pertanian dan penyewa yang jelas

Patahuddin, Tokoh Masyarakat dan Anggota Kelompok Tani Tambak, "wawancara"
padatanggal 27 Agustus 2019.
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dengan hak dan kewgjiban masing-masing telah dijadikan sebagali dasar sewa
menyewa tanah tambak di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang
tentunya sesua dengan aturan yang berlaku balk dari segi agama vyaitu
melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat sekitar. Hal ini
berdasarkan pendapat jumhur ulama klasik seperti al-Syafi’i, membolehkan
menyewakan tanah asalkan dengan pembayaran yang jelas, misalnya dengan
uang, emas atau perak diperbolehkan sedangkan yang dilarang ialah yang tidak
berketentuan.

Mengacu pada hasil wawancara terhadap responden, dalam praktik sewa
menyewa tanah tambak sewa menyewa yang sering dibuat ialah secara lisan. Pada
masalah yang terjadi seringnya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban maupun
hal-hal yang sudah diperjanjikan disebabkan akibat banyaknya masyarakat tidak
mengerti dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa yang nyaman, aman, dan
baik. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para
pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewagjiban dari pihak yang
bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan
melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga
dimaksudkan, agar apabila terdapat pelanggaran dapat kembali mengacu kepada
perjanjian yang telah disepakati, dan membuat kedua belah pihak lebih
bertanggung jawab untuk melakukan kerjasama.

Ha yang sama juga disampaikan oleh Ustiar dalam petikan hasil

wawancara berikut ini.
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Yang menjadi dasar pelaksanaan praktek sewa-menyewa tanah tambak adalah
adanya perjanjian yang disepakati antara pemilik tanah tambak dengan orang yang
akan menyewa, lalu dibuatkan surat perjanjian sebagai akad dan ditandatangani
bersama saksi, dan isi perjanjiannya itu terkait dengan luas tanah, nilai sewanya
maupun laminatanah tersebut disewa, bahkan terkait kapan sewanya di bayar atau

dilunasi.°

Kaau dilihat dari awal atau dasar pelaksanaan prakterk sewa menyewa
tambak yang dilakukan oleh pemilik lahan tambak dan penyewa, ada bentuk
sebuah kesepakatan yang arahnya adal ah kerelaan antara kedua belah pihak dalam
melakukan sewa menyewa, yaitu pemilik lahan pertanian menentukan harga sewa
lahan lahan tambak, luas tanah, bahkan lamanya tanah tersebut di sewa sehingga
penyewa dapat menerimanya atau sebaliknya. Di samping itu perjanjian yang
dilakukan secaratertulis

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang
lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.'*
Di samping itu beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian tertulis,
yaitu:

a. Adanya hubungan hukum, merupakan hubungan yang menimbulkan akibat
hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
b. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewagjiban. Subyek dalam

hukum perjanjian termasuk subjek hukum yang diatur dalam KUH Perdata,

Yystiar, Kepala Dusun Salu Ciu dan sebagai Petani Tambak Desa Ussu Kecamatan
Malili, "wawancara" padatanggal 20 Agustus 2019.

"Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 1.
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Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum
terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang
membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara
individual ataupun Kkolektif, tetapi juga badan hukum, misanya Y ayasan,
Koperas dan Perseroan Terbatas.
c. Adanya Prestasi, menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Disertai jangka
waktu dalam melakukan prestasi.
d. Kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan
dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak.
Dokumen tersebut disebut sebagai kontrak sewa.

Selanjutnya Muhamad Tang menambahkan dalam hasil wawancara berikut
ini.
Yang menjadi dasar pelaksanaan sewa-menyewa tanah tambak di Kecamatan
Malili yaitu membuat akad terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemilik tambak
dan penyewa baik secara lisan maupun tertulis, di mana pemilik tanah tambak
menjelaskan kepada orang yang menyewa tambak tersebut tentang luas tanah
tambak, harwa sewa maupun lamanya disewakan kepada penggarap, bahkan
terkait kapan akan dibayar atau dilunasi karena sebahagian masyarakat hanya
membayar separuh dan sisanya setelah akhir waktu.*?

Orang yang menyewakan menjelaskan kepada pihak penyewa tentang

ukuran tanah tambak yang akan disewakan, lokasi, kebiasaan serta sifat-sifatnya.

?Muhammad Tang, Tokoh Masyarakat dan sebagai Petani Tambak Desa Atue
Kecamatan Malili, "wawancara” padatanggal 20 Agustus 2019.
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Penawaran akad sewa-menyewa tanah juga bisa berasal dari pihak penyewa yakni
pihak penyewa menawarkan kepada pemilik tanah tambak untuk menyewa
tanahnya selama bebarapa tahun. Kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Malili
tentang sewa-menyewa tanah tambak diadakan oleh pihak-pihak yang memiliki
hubungan yang dekat atau sudah memiliki kebiasaan bertransaks bersama.
Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah mengetahui seluk
beluk objek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit
menjelaskan objek sewanya. Orang yang menyewa biasanya adalah orang-orang
yang biasa menyewa tambak sehingga ia benar-benar tahu sifat-sifat dari tambak
tersebut.

Meski ada dasarnya pihak penyewa telah sedikit banyak mengetahui sifat-
sifat tanah yang menjadi objek sewa, namun untuk lebih memahami kondisi objek
sewanya maka pihak penyewa tetap mengadakan peninjauan. Tahap peninjauan
dilakukan untuk mengetahui kondisi tanah serta lokasinya, terutama untuk
mengetahui kualitas tanah tersebut. Hal ini juga dapat menghindarkan dari kesalah
pahaman antara orang yang menyewakan dan penyewa tambak

Pelaksanaan akad sewa menyewa tersebut dilakukan oleh kedua belah
pihak yaitu pemilik lahan dan penyewa bertemu untuk menyepakati proses sewa
menyewa lahan tambak, bentuk sewa menyewa ini tidak ditulis dalam surat
perjanjian karena para pihak sudah saling mengena dan atas dasar saling percaya
satu sama lain. Praktik sewa-menyewa tambak dilakukan secara tahunan yaitu
akad sewa menyewa yang masa berakhirnya kontrak ditentukan oleh perhitungan

tahun yang telah disepakati.



89

Akad tidak boleh ditinggalkan dalam setiap kegiatan muamalah. Akad
merupakan suatu perikatan antara ijab dan gabul dengan cara yang dibenarkan
menurut syara’. Di dalam perjanjian penggarapan dengan praktek ijarah di
Kecamatan Malili, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di
Kecamatan Malili pada umumnya adalah dengan lisan, dan mereka jarang
menggunakan perjanjian secara tertulis, karena sudah memiliki sikap kepercayaan
antara penggarap dan pemilik lahan.

Dalam pelaksaan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak harus ada
saks untuk menyaksikan perjanjian tersebut kalau ada kemungkinan terjadi
masalah dikemudian hari maka saksi-saksi tersebut bisa menjadi penengah dalam
masal ah yang sedang terjadi.

2. Tata cara pelaksanaan

Sewa tanah yang terjadi di Kecamatan Malili merupakan suatu akad sewa
terhadap manfaat suatu tanah untuk diambil manfaatnya dalam beberapa tahun
yang telah ditentukan dan dengan imbalan yang tertentu pula. Sewa menyewa
tanah tambak ini biasa diadakan antara tiga sampai limatahun, di mana uang sewa
dibayar disetiap akhir waktu. Harga sewa biasanya disesuaikan dengan ukuran
tanah yang akan digarap oleh penyewa.

Tata cara sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir
waktu yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur yaitu disesuaikan dengan akad awal, namun setelah
ada kesepakatan yang terkait dengan luas lahan kemudian kualitas lahan,

karena ada tambak yang sudah permanen artinya tambak yang sudah bagus
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dan ada tambak yang belum permanen dalam artian masih butuh
pembiayaan perbaikan dan pengolahannya maka baru ditentukan dan
disepakati nilai sewanya.™®

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ustar dalam hasil wawacara

berikut ini.

Mengenai tata cara praktek sewa-menyewa tanah tambak ini disesuaikan
dengan akad awal, namun setelah ada kesepakatan yang terkait dengan luas
lahan kemudian kualitas lahan, karena ada tambak yang sudah permanen
artinya tambak yang sudah bagus dan siap untuk dilepas udang atau ikan,
namun adapula tambak yang belum permanen dalam artian masih butuh
pembiayaan perbaikan dan penglolahannya maka baru ditentukan dan
disepakati nilai sewanya. Selain sewa adajuga cara lain sesua dengan
kesepakatan yakni garap bagi hasil dan juga gadai.'*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka ada beberapa ha yang
diperhatikan dalam pelaksanaan sewa menyewa tambak di Kecamatan Madlili
Kabupaten Luwu Timur.

a. Segi subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat sewa menyewa dalam hukum Islam bahwa

Aqid (pemilik dan penyewa) harusla baligh (dewasa) dan berakal (cakap hukum).

Maka orang yang melakukan akad disyariatkan berakal, dapat membedakan

Bpatahuddin, Tokoh Masyarakat dan Anggota Kelompok Tani Tambak, "wawancara"
padatanggal 27 Agustus 2019.

YUstiar, Kepala Dusun Salu Ciu dan sebagai Petani Tambak Desa Ussu Kecamatan
Malili, "wawancara" padatanggal 20 Agustus 2019.
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(memilih) dan atas kehendaknya sendiri. Sehingga akad anak kecil, orang gila dan
orang bodoh bisa dikatakan tidak sah hukumnya.

Berdasarkan data yang diproleh dilapangan selama penulis melakukan
wawancara, bahwa kedua orang yang berakad dalam pelaksanan sewa menyewa
tambak di kecamatan Malili telah memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, di
antaranya yaitu kedua belah pihak telah baligh dan berakal.

b. Segi Objek

Syarat barang yang dijadikan sebagai objek sewa menyewa dalam Islam

haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikuit.

1) Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya.

2) Obyek sewa menyewa dapat diserah terimakan.

3) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam
agama.

Salah satu syarat barang yang dijadikan objek haruslah jelas manfaatnya,
hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. Barang yang akan
disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka
waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih.

Berkaitan dengan syarat objek selanjutnya yaitu objek harus dapat diserah
terimakan, Maka barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat
diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktik lapangan sewa
menyewa tambak di Kecamatan Malili sudah sesuai dengan syarat objek di atas
yaitu barang berupa lahan tambak bisa diserah terimakan kepada penyewa lahan

setel ah terjadinya kesepakatan bersama atas harga sewa tersebut.
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Selanjutnya syarat objek yang disewakan kemanfaatanya haruslah yang
diperbolehkan dalam Islam artinya barang tersebut tidak melaggar larangan agama
atau barang haram. Proses sewa-menyewa tambak di Kecamatan Malili objek
manfaat lahan adalah milik sendiri, dan bukan barang yang terlarang dalam
agama. Maka dalam akad tersebut objek dari sewa lahan adalah dierbolehkan
karena barang tersebut secara fisik dan pemanfaatanya dapat dilihat kehal alannya.
c. Sighat (ljab dan Qabul)

Y aitu adanya kesepakatan dalam ijab gabul. Qobul harus sudah terlaksana
sebelum terjadinya sesuatu yang mengarah kepada pembatalan akad. Hendaknya
ijab dan qobul itu memakai kalimat yang bisa dipakai. Adapun dalam realitanya
shighat ijab qobul pada praktik sewa menyewa tambak di Kecamatan Malili
dilakukan dengan ijab gabul antara pemilik lahan dan penyewa | ahan dengan
bertemu dan membahas kesepakatan harga yang ditentukan kedua belah pihak.
Dalam hal ini apabila kesepakatan telah tercapai maka ijab dan qobul telah
dilakukan dengan ucapan kesepakatan penyewaan |ahan tersebut.

d. Imba an/biaya

Dalam akad sewa menyewa imbalan/ upah harus lah diberikan sesuai
dengan yang semestinya sehingga tidak menyakiti salah satu pihak. Adapun dalam
praktik sewa menyewa tambak atau biaya sewa diberikan sesuai kesepakatan
bersama apakah sebelum panen atau akhir waktu. Dengan kesepakatan sewa
menyewa pemilik lahan dan penyewa lahan, maka uang sewa (biaya) diberikan
penyewa lahan kepada pemilik lahan. Sehingga dalam hal ini upah (biaya sewa)

telah diberikan dengan semestinya dan sesuai pada hukum Islam yang berlaku.
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3. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi yang melatar
belakanginya, demikian juga praktek sewa tanah tambak di Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi
pel aksanaannya.

Daam hasil wawancara bersama Patahuddin beliau mengemukakan
pendapatnya berikut ini.

Adapun faktor yang memengaruhi praktek sewa-menyewa tanah tambak ini
bermacam-macam, di Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
ada yang menyewakan tanah tambaknya dikarenakan area yang dimiliki
terlalu luas sehingga tidak mampu diurus atau digarap sendiri sehingga
tanahnya disewakan, ada juga masyarakat yang menyewakan tanahnya
untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena ada kebutuhan yang
mendesak.™

Disaat masyarakat sudah berkurang kesadarannya untuk saling membantu,
maka praktik sewa menyewa lahan tambak merupakan jawaban atau salah satu
cara yang cocok untuk diterapkan oleh masyarakat dalam menjaga kekerabatan
dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik ini tentunya didasari
oleh adanya sikap saling percaya terhadap sesama, walaupun dalam wujud sewa
menyewa.

Praktek sewa menyewa lahan tambak yang dilakukan oleh masyarakat

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur juga membantu masyarakat terutama

Patahuddin, Tokoh Masyarakat dan Anggota Kelompok Tani Tambak, "wawancara"
padatanggal 27 Agustus 2019.
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seseorang untuk mewujudkan keinginannya dalam ha memenuhi kebutuhan
hidupnya ketika membutuhkan uang dan menyewakan lahannya, sedangkan pihak
penyewa mendapat keuntungan dari lahan tambak yang dikelolahnya.
Sewa-menyewa itu disyari’atkan dalam Islam, karena pada dasarnya
manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu
manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling
membutuhkan, dan ijarah (sewa-menyewa) adalah salah satu aplikas keterbatasan
yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat begitu pula yang
terjadi di Desa Atue Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Pada intinya,
praktek sewa menyewa yang dijalankan masyarakat Kecamatan Malili akan dapat
melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong dan membantu program
pemerintah, yaitu setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan yang salah satunya adalah mendapat penghidupan yang layak.
Adapun faktor yang memengaruhi praktek sewa-menyewa tanah tambak di
Kecamatan Malili ini bermacam-macam, di daerah Ussu’ khususnya di
dusun Salu Ciu ada yang menyewakan tanah tambaknya berawal dari faktor
keleuargaan di samping itu dikarenakan area yang dimiliki terlalu luas
sehingga tidak mampu diurus atau digarap sendiri sehingga tambaknya di
sewakan, ada juga masyarakat yang menyewakan tanahnya karena ada yang
mau dibiayai, misalnya membayar biaya pendidikan dan mungkin

pembiayaan pembiayaan yang lain.*®

®Ustiar, Kepala Dusun Salu Ciu dan sebagai Petani Tambak Desa Ussu Kecamatan
Malili, "wawancara" padatanggal 20 Agustus 2019.
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Pelaksanaan sewa menyewa tanah Tambak di Kecamatan Malili ini
berawal dari rasa kekeluargaan yakni hubungan antar tetangga yang sudah dekat
sekali dan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri di antara ke dua belah pihak
atau hubungan keluarga yang memang ada garis keturunan dari kakek,nenek atau
orang tua yang berdomisili di Kecamatan Malili dan hubungan antar warga yang
bertetangga di Kecamatan Malili dilakukan dengan saling menghormati,
menghargai, tolong menolong,gotong royong, saling membantu dalam hal
kemasyarakatan sehingga antar tetangga hidup berdampingan secara
kekeluargaan.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah tambak atau pemberian garapan
dilaksanakan dengan tujuan menolong dalam hal kebutuhan ekonomi dengan
berbagai tujuan untuk: membayar biaya sekolah anaknya, serta untuk memenuhi
kebutuhan hidup lainya bagi pihak yang di beri sewa atau garapan tanah agar
supaya ang diberikan sewa atau garapan kehidupannya akan semakin baik dan
semakin sgjahtera.

Hal yang senada juga disampaikan Darwis dalam hasil wawancara berikut
ini.

Adapun yang melatar belakangi terjadinya prakterk sewa menyewa tanah
tambak di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yaitu dari pihak
pemilik tanah ada yang membutuhkan modal usaha atau memenunhi

kebutuhan yang mendadak. Sedangkan dari pihak penyewa disebabkan ingin
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mendapatkan keuntungan dari tanah yang disewa tersebut serta adanya
dorongan sosial untuk saling membantu antara sesama.*’
Selanjutnya Sandi memberikan komentarnya berikut ini.
Hal yang meatarbelakangi masyarakat menyewakan tambaknya di
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timu ini dikarenakan ingin membantu
perekonomian keluarga yang mendesak, atau bias untuk modal usaha yang
lainnya dan sisanya bisa untuk ditabung demi memmenuhi kebutuhan
sehari-hari.*®
Warga masyarakat Kecamatan Malili menyewakan tambaknya dengan
tujuan agar uang hasil sewa yang cukup lumayan dapat digunakan untuk
membantu perekonomian, hasilnyajuga biasa ditabung untuk diambil sedikit demi
sedikit guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian mereka
merasa tenang karena setidaknya ada simpanan yang dapat mereka gunakan
sewaktu-waktu mereka membutuhkan. Selain itu juga uang hasil sewa lahan
tambak tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha yang lumayan jumlahnya,
terutama digunakan sebagai modal usaha yang lainnya.
Sedangkan bagi para penyewa, menyewa lahan tambak di Kecamatan
Malili sangat menjanjikan bagi penyewa untuk memperoleh keuntungan jika nasib
mereka cukup baik. Dengan harga sewa yang telah disepakati diawa dan saling
menguntungkan, mereka berharap di musim berikutnya terjadi lonjakan kenaikan

harga udang, ikan, maupun rumput |aut.

YDarwis, Tokoh Masyarakat dan sebagai Petani Tambak Desa Ussu Kecamatan Malili,
"wawancara" padatanggal 20 Agustus 2019.

¥Sandi, Masyarakat dan sebagai Anggota Kelompok Petani Tambak Desa Atue
Kecamatan Malili, "wawancara" padatanggal 20 Agustus 2019



97

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat mengambil suatu
kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sewa menyewa
tanah tambak sebagai berikut.

a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menurut orang yang menyewakan, uang hasil sewa tanam biasa ditabung
untuk diambil sedikit demi sedikit guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Dengan demikian mereka merasa tenang karena setidaknya ada simpanan yang
dapat mereka gunakan sewaktu-waktu mereka butuhkan.

b. Sebagai modal usaha

Uang hasil sewa dapat digunakan sebagai modal usaha yang lumayan
jumlahnya, terutama digunakan sebagai modal pada musim panen. Bagi mereka
sebaga petani tambak, dengan menyewakan tambaknya mereka tanahnya tidak
akan kesulitan mencari moda untuk biaya musim panen yang relatif besar.
Sebelum mereka mengenal praktek sewa-menyewa tanah mereka mencari modal
untuk tambak mereka dengan menggadaikan barang yang mereka punya atau
berhutang dari tetangga. Namun mereka terkadang menemui kendala akibat
administrasi dalam sistem gadal dipegadaian atau sulitnya mencari pinjaman dari
tetangga. Selain itu mereka memilih menyewakan tanahnya karena terhindar dari
pembayaran bunga, tidak seperti kalau menggadaikan barang yang mewajibkan
adanya bunga.
c¢. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak

Dalam keadaan darurat, sewa-menyewa tanah menjadi solusi yang paling

cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang dapat
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diandalkan kecuali tanah-tanah tersebut. Hal ini didukung dengan proses transaksi
yang mudah dan tidak berbelit.
d. Untuk biaya sekolah anak

Tingginya biaya sekolah terutama ditahun garan baru membuat
masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhinya dengan berbaga cara,
salah satunya dengan menyewakan tanah mereka karena itulah satu-satunya harta
yang dapat mereka andalkan untuk memperoleh uang. Misalnya untuk membayar
uang gedung sekolah yang relative mahal, membeli perlengkapan sekolah serta
membayar uang spp dan lain sebagainya.

Selain beberapa pokok motivasi di atas, ada beberapa motifas lain
misalnya, untuk memperbaiki rumah, kemudian untuk menikah. Untuk menambah
perabot rumah atau untuk membeli barang-barang yang bersifat tersier, bahkan
ada yang hanya untuk mengikuti tren masyarakat sgja. Hal ini terutama dilakukan
oleh pemilik tanaman yang telah memiliki kemapaman perekonomian.

Motivas dari penyewatanah antaralain sebagai berikut:

1) Untuk memperoleh keuntungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam
lapangan bisnis, keuntungan menjadi motifasi utama bagi para pelakunya. Disini
berlaku prinsip ekonomi yang berbunyi dengan pengeluaran seminimal mungkin,
mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Artinya dengan pengeluaran yang
sedikit diusahakan mendapat banyak keuntungan. Bagi para penyewa tanah
praktek sewa tanah tambak cukup menjanjikan bagi para mereka untuk

memperoleh keuntungan jika nasib mereka cukup baik. Dengan harga sewa yang
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telah disepakati diakhir musim, mereka berharap dimusim berikutnya terjadi
lonjakan kenaikan harga ikan, uadang atau rumput laut tersebut.
2) Dorongan sosial
Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para penyewa
bersedia menyewa tanah karena ingin menolong orang-orang yang menyewakan
tanah untuk kebutuhan. Dalam hal ini biasanya antara orang yang menyewakan
dan penyewa telah memiliki kedekatan emosional tersendiri. Pada dasarnya para
yang menyewakan sadar akan kemungkinan besar terjadinya kerugian pada
pelaksaan sewa-menyewa tanah seperti ini. Namun bagi mereka untung rugi
dalam ha bisnis biasa, spekulas membutuhkan keberanian, jika tidak berani
bertaruh bagai mana bisa untung meski terkadang merugi, merekatidak jera karena
disaat untung keuntungan yang merekaraih cukup besar.
4. Berahirnya praktek sewa

Sewa-menyewa merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang
tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan
barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang yang menyebabkan sewa
menyewa itu batal. Oleh karena itu berahirnya praktek sewa sesuai dengan akad
yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun cara berakhirnya proses penyewaan adalah ketika waktu transaksi

yang sudah disepakati bersama sudah habis, jika perjanjian awal dahulu ada

tujuh tahun, maka setelah cukup tujuh tahun maka berahir masa sewa, dan

seandainya masa sewa tersebut berakhir dan ternyata di lokasi tambak

tersebut masih ada ikan atau udang dari s penyewa maka pemilik tanah
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mempersilahkan agar penggarap memanen ikan atau udang yang masih ada
di tambak tersebut sebagai tanda berakhirnya masa sewa yang telah ditulis
dalam surat perjanjian.”

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa berakhirnya praktek sewa-
menyewa tambak sesuai dengan perjanjian yang telah ditulis ketika melakukan
akad. Bermuamalah ialah seperti sewa menyewa dan sebagainya. Allah swt.,
memerintahkan manusai dalam melakukan transaksi hendaklah untuk dituliskan
sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Kegiatan ini pula diwajibkan
untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini
adal ah orang yang mennyaksikan proses transaksi secaralangsung dan dari awal.

Adapun cara berakhirnya proses penyewaan adalah dengan berakhirnya
masa perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian dahulu, jika
perjanjian dahulu ada lima tahun maka setelah cukup lima tahun maka
berakhir pula masa sewa dan seandainya masa sewa tersebut berakhir dan
ternyata di lokasi tambak tersebut masih ada ikan maka penggarap harus
memanen dan mengembalikan tambak tersebut kepada pemiliknya kecuali

ada penambahan waktu dan sewa yang kemudian disepakati setelahnya ?

Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para
pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewagjiban dari pihak yang

bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan

Patahuddin, Tokoh Masyarakat dan Anggota Kelompok Tani Tambak, "wawancara"
padatanggal 27 Agustus 2019.

Oystiar, Kepala Dusun Salu Ciu dan sebagai Petani Tambak Desa Ussu Kecamatan
Malili, "wawancara" padatanggal 20 Agustus 2019
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melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga
dimaksudkan, agar apabila terdapat pelanggaran dapat kembali mengacu kepada
perjanjian yang telah disepakati, dan membuat kedua belah pihak lebih
bertanggung jawab untuk melakukan kerjasama.

Di KUH Perdata pengaturan mengena berakhirnya perjanjian sewa
menyewa dibedakan berdasarkan bentuk perjanjiannya, yaitu apakah sewa
menyewa itu dibuat secara tertulis ataukah dilakukan secara lisan, dan juga
apakah perjanjian sewa menyewa itu dibuat dengan batas waktu ataukah tidak.
Dengan demikian pembedaan itu didasarkan pada dua hal, yaitu bentuk perjanjian
dan ketentuan waktu.

Berikut ini uraian mengenai berakhirnya perjanjian sewa menyewa.

a. Perjanjian sewa menyewa dengan batas waktu.

1) Pejanjian sewa menyewa tertulis, dalam Pasal 1570 KUH Perdata
disebutkan bahwa: "jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir
demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukanya
suatu pemberitahuan untuk itu". Dengan demikian apabila perjanjian sewa
menyewa dibuat secara tertulis, maka perjanjian itu berakhir setelah jangka waktu
sewa selesai. Untuk pengakhirannya tanpa haruss didahului adanya pemberitahuan
atau somasi.

2) Perjanjian sewa menyewa lisan, diatur dalam pasal 1571 KUH Perdata yang
berbunyi: "jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak

berakhir pada waktu yang telah ditentukan, melainkan jika pihak lain menyatakan
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bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu
yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

b. Batas akhir sewa-menyewa tidak ditentukan waktunya, Penghentian atau
berakhirnya waktu sewa dalam perjanjian sewa-menyewa seperti ini didasarkan
pada pedoman bahwa berakhirnya sewa-menyewa pada saat yang dianggap pantas
oleh para pihak. Undang-undang tidak mengatur berakhirnya perjanjian sewa-
menyewa tanpa batas waktu, sehingga penghentianya diserahkan pada

kesepakatan kedua belah pihak.

3. Langkah-langkah Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem

Pembayaran Akhir waktu

Sewa menyewa lahan tambak yang terjadi di Kecamatan Malili Kabupaten
Luwu Timur merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap manfaat suatu lahan
tambak untuk diambil hasilnya dalam beberapa waktu yang telah ditentukan dan
dengan imbalan yang tertentu pula. Sewa menyewa lahan tambak ini biasa
diadakan antara tiga sampai lima tahun di mana uang sewa dibayar pada akhir
waktu dan adapula yang dibayar di muka harga sewa biasanya disamakan dengan
harga yang ada di daerah tersebut pada umumnya agar tidak ada yang merasa
dirugikan.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan sewa menyewa tanah tambak
dengan sistem pembayaran akhir waktu yaitu:
a. Tahap Penawaran

Dalam tahap ini orang yang menyewakan menghubungi pihak penyewa

untuk menawarkan tambak yang akan disewakan sekaligus menjelaskan sifat dan
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keadaan tambak tersebut. Orang yang menyewakan menerangkan kepada pihak
penyewa tentang tambak yang akan disewakan, lokasi, serta sifat-sifatnya.
Penawaran akad sewa menyewa lahan tambak juga bisa berasal dari pihak
penyewa yakni pihak penyewa menawarkan kepada pemilik tambak untuk
menyewa tambaknya selama beberapa tahun. Kebiassan yang terjadi di
Kecamatan Malili, sewa menyewa tambak diadakan oleh pihak-pihak yang
memiliki hubungan yang dekat atau sudah memiliki kebiasaan bertransaksi
bersama. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah mengetahui
seluk beluk obyek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit
menjelaskan obyek sewanya. Orang yang menyewa biasanya adalah orang-orang
yang terdekar sgja sehingga ia benar-benar mengetahui sifat-sifat dari tambak
tersebut.
Hal di atas berdasarkan hasil wawancara berikut ini.
Pelaksanaan kesepakatan akad terjadi dengan dua cara, pertama pemilik
lahan mendatangi penyewa untuk menyewakan lahannya disebabkan
beberapa hal, setelah mendapatkan orang yang mau menyewa lahan tambak
maka pemilik lahan tambak memberikan harga kemudian terjadi tawar
menawar harga yang kemudian disepakati bersama.®
Hal yang sama dikemukakan oleh hasil wawancara berikut ini.
Langkah pertama yang dilakukan dalam transaksi sewa menyewa lahan
tambak yaitu pemilik tambak mencari orang yang ingin menyewa tambak

atau penyewa mencari orang yang akan menyewakan tambaknya. Setelah

?'H. Suheri, sebagai Petani Tambak Desa Pabeta Kecamatan Malili, "wawancara" pada
tanggal 25 Agustus 2019.
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keduanya bertemu maka terjadilah saling tawar menawar harga dan
disepakati bersama, begitu juga ketika terjadi perpanjangan sewa, orang
yang pertama menawarkan terkadang adalah pemilik lahan terlebih dahulu
atau penyewa yang melakukan penambahan sewa dengan harga yang tetap
sama seperti harga sebelumnya atau dengan harga baru yang disepakati
bersama.??
b. Tahap Peninjauan
Meskipun pada dasarnya pihak penyewa telah sedikit banyak mengetahui
sifat-sifat lahan tambak yang menjadi obyek sewa, namun untuk lebih memahami
kondisi obyek sewanya maka pihak penyewa tetap mengadakan peninjauan.
Tahap peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi tambak serta lokasinya,
terutama untuk mengetahui kebiasaan berapa masa kontrak tambak tersebut. Hal
ini juga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman antara orang Yyang
menyewakan dan penyewa |ahan tambak.
Orang yang ingin menyewakan lahan tambaknya biasanya menerangkan
kepada pihak penyewa tentang keadaan tambaknya, lokasinya dan
sebagainya. Kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Malili, sewa menyewa
tambak diadakan oleh pihak-pihak yang memiliki sudah mengetahui kondisi
daerah tersebut. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah
mengetahui seluk beluk obyek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak

terlalu rumit menjelaskan obyek sewanya.

H. Janong, sebagai Petani Tambak Desa Baruga Kecamatan Malili, "wawancara" pada
tanggal 27 Agustus 2019.
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Meskipun pada dasarnya pihak penyewa telah sedikit banyak mengetahui
sifat-sifat lahan tambak yang menjadi obyek sewa, namun untuk lebih memahami
kondis obyek sewanya maka pihak penyewa tetap mengadakan peninjauan.
Tahap peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi tambak serta lokasinya,
terutama untuk mengetahui kebiasaan dari tambak tersebut. Hal ini juga dapat
menghindarkan dari kesalahpahaman antara orang yang menyewakan dan
penyewa tambak. Karena akad sewa menyewa tambak di Kecamatan Malili ini
biasanya diadakan setelah peninjauan.

c. Tahap transaksi

Setelah kedua belah pihak mengadakan penawaran dan peninjauan, maka
tahap selanjutnya adalah tahap transaksi. Tahapan ini meliputi beberapa hal
sebagal berikut:

1) Penetapan Harga

Harga ditetapkan setelah melalui proses tawar menawar antara kedua belah
pihak. Dalam prakteknya, penetapan harga sewa didasarkan atas harga yang biasa
ditawarkan yaitu harga sewa ditetapkan berdasarkan estimasi masing-masing
pihak atau didasarkan pada harga sewa di tahun-tahun sebelumnya. Harga sewa
biasa diserahkan saat transaksi sebagai panjar dan selebihnya diberikan maksimal
sampai musim panen tiba di tahun terjadinya akad sesuai kesepakatan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut.

Dalam penetapan harga sewa itu tergantung dari kondis tambak yang

dimiliki oleh pemilik lahan, apakah sudah permanen atau masih butuh
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perbaikan terlebih dahulu sebelum dilepasi udang, ikan, atau rumput laut. Di
samping itu enetapan harga juga berdasarkan luas dan lama waktu sewa.®
2) ljab dan gabul sewa menyewa

Cara pelaksanaan sewa menyewa lahan tambak tidak jauh berbeda dengan
pelaksanaan sewa menyewa pada umumnya. ljab dan gabul dinyatakan secara
lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh
kedua belah pihak. ljab dan qabul ini diadakan setelah terjadinya kesepakatan
harga antara kedua belah pihak.

Hal ini senada dengan hasil wawancara berikut ini.

ljab gabul yang dilakukan oleh masyarakat dalam sewa menyewa tambak
pada umumnya dengan menggunakan lisan sgja karna pemilik lahan dan
penyewa sudah saling percaya satu sama lain dan tidak jarang antara pemilik
lahan dan penyewa terdapat hubungan keluarga atau bahkan tetangga
sendiri, namun ada juga yang menggunakan tulisan dan ditanda tangani oleh
beberapa saksi .**

Cara pelaksanaan sewa menyewa lahan tambak tidak jauh berbeda dengan
pel aksanaan sewa menyewa pada umumnya. Di mana ljab dan gabul dinyatakan
secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat
dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab dan gabul ini diadakan setelah terjadinya
kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Para pelaku mendasarkan

kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam

“H. Piha, sebagai Petani Tambak Desa Manurung Kecamatan Malili, "wawancara" pada
tanggal 15 Agustus 2019.

#Abd. Aziz, Tokoh Masyarakat dan sebagai Petani Tambak Desa Wewangriu K ecamatan
Malili, "wawancara" padatanggal 19 Agustus 2019
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tahap ini juga disepakati jangka waktu sewa serta kesepakatan-kesepakatan lain
yang bertujuan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
3) Hak dan kewajiban sewa-menyewa
Berkenaan hak dan kewgjiban dalam sewa-menyewa, Rudi dalam hasil
wawancaranya menjel askan sebagai berikut.
Hak daam sewa menyewa mencakup pemilik tambak menerima uang
sewaan sesual kesepakatan, Perawatan obyek sewa dibebankan kepada
penyewa, penyewa berhak atas manfaat obyek sewa, yaitu berhak
mengelolah lahan tambak yang telah disewa sehingga pemilik lahan tidak
berhak menarik kembali lahan tambak yang disewakan demikian pula
sebaliknya penyewa tidak boleh meminta uangnya kembali.?®
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka adapun hak dan kewajiban
sewa menyewa lahan tambak antaralain:
a) Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan/harga sewa terhadap apa
yang disewakan pada saat terjadinya akad.
b) Perawatan obyek sewa dibebankan kepada penyewa selama berlangsungnya
sewa lahan tambak dan dikelolah oleh penyewa.
c) Orang yang menyewa berhak atas manfaat obyek sewa, yaitu berhak
mengel olah lahan tambak yang telah disewa.
d) Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang menyewakan tidak berhak
menarik kembali |ahan tambak yang disewakan.

€) Demikian juga pihak penyewa tidakberhak menarik kembali uang sewanya.

“Rudi, Tokoh Masyarakat dan sebagai Petani Tambak Desa Wewangriu Kecamatan
Malili, "wawancara" padatanggal 19 Agustus 2019
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f) Bila terjadi bencana misalnya banjir dan mengalami kerugian maka ha itu

menjadi tanggung jawab penyewa.

4. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tentang Sewa Menyewa Tanah
Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir waktu

Konsep sewa menyewa lahan tambak dengan sistem pembayaran akhir
waktu ini pada umumnya terdapat rukun dan syarat sewa-menyewa. Sewa
menyewa di anggap sah apabila orang yang melakuan perjanjian tersebut
memenuhi rukun dan syarat perjanjian umumnya

Rukun sewa menyewa itu sendiri yaitu terdiri dari pihak yang menyewa
(musta’jir), pihak yang menyewakan (mu’ajir), benda yang disewakan (ma’jur),
dan akad. Untuk melakukan suatu akad pihak-pihak yang melakukan akad harus
memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum disini ialah
perbuatan yang akan menimbulkan hukum. Adapun akad ijarah dapat dilakukan
dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan benda yang disewakan (ma’jur)
haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Sedangkan penggunaan barang
yang disewakan (ma’jur) harus dicantumkan dalam akad ijarah dan apabila
penggunaan ma’jur tidak dinyatakan pasti dalam akad, maka ma’jur digunakan
berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas rukun dan syarat yang dilakukan
oleh para pihak yng melakukan praktek sewa menyewa tanah tambak dalam
sistem pembayaran akhir waktu telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum
Islam. Namun demikian didalam pasal 297 Kompilass Hukum Ekonomi Syariah

dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan
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berdasarkan kesepakatan. Apabila masing-masing pihak tidak merasa keberatan
dengan ketentuan yang dibuat antara pemilik lahan dan penyewa lahan yakni
pengelola lahan tetap pemilik lahan dan ketidakjelasan pada masa sewa praktek
sistem tahunan maka sewa menyewa tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan
yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

Pada kasus sewa menyewa lahan tanah Tambak di Kecamatan Madlili,
unsur-unsur yang ada dalam sewa menyewa sudah sesuai dengan ketentuan
hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati seoperti Orang yang
berakad, sewa atau imbalan, manfaat, sighad (ijab dan gabul). Akad diperlukan
dalam prosessewa menyewa untuk menguatkan sewa menyewa, antara pemilik
tanah dan penyewa agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad
sewa menyewa bisa berjalan lancar dan mempermudah pemilik lahan tambak.
Barang sebelum diberikan kepada penyewa harus ada akadnya terlebih dahulu.
Supaya penyewa tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan disewa
harus dijelaskan kepada penyewa mulai dari kebaikan atau keburukan lahan itu.

Sewa-menyewa sudah dikenal secara turun-temurun dan tidak diangggap
saling merugikan bahkan baik penyewa maupun yang disewa sama-sama
rela, bahkan pemilik tanah merasa terbantu karena butuh dana. Kalaupun s
penyewa mendapatkan hasil yang banyak itu tergantung dari kerja kerasnya
dan besar biaya yang digunakan, jadi hal ini tidak ada masalah dan tidak

melanggar aturan dalam hukum Islam.

®Darwis, Tokoh Masyarakat dan sebagai Petani Tambak Desa Ussu Kecamatan Malili,
"wawancara" padatanggal 20 Agustus 2019.
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Sewa-menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karna mengandung unsur
tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. sewa-menyewa sangat
disahkan syariat berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’. Sistem sewa-menyewa
tambak dalam hukum Islam adalah untuk mengambil manfaat dari apa yang
disewa tersebut dengan maksud tertentu dan mubah setelah disewa maka akan
memberi pengganti kepada yang menyewakan. Bila barang sewa mengalami rusak
akibat penggunaan yang melampaui kapasitasnya, penyewa dapat di tuntut ganti
kerugian atas kerusakan barang sewa itu. Berbeda halnya bila barang sewa
mengalami rusak, padaha penggunaannya telah disesuaikan dengan kapasitasnya,
maka penyewa tidak dapat dituntut kerugian apapun atas kerusakan barang sewa.

Sistem sewa-menyewa tambak yang dipraktikkan di kalangan masyarakat
Kecamatan Malili adalah ketika penyerahan tambak yang disewakan, pemilik
membebankan penyewa untuk membayar ujrah berdasarkan jumlah yang telah
ditentukannya. Praktik sewa-menyewa ini dilatarbelakangi karena pemilik tambak
membutuhkan uang atau tidak mampu untuk mengelolah sendiri tambak yang
dimilikinya. Karena keterbatasan tingkat perekonomiannya mengharuskan si
pemilik tambak untuk mencari orang yang akan menyewa tambaknya. Namun
sistem penyewaan tambak yang sebahagian dipraktikkan di kalangan masyarakat
Kecamatan Malili adalah dengan cara pembayaran akhir waktu. Dalam Islam
sewa-menyewa yang dibenarkan adalah dalam bentuk tolong-menolong tanpa

memberatkan sebelah pihak. Dalam surah al-Maidah ayat 2 Allah berfirman:
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Terjemahnya:
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.?’

Daam Islam segala bentuk muamalah tidak dilarang dan hukumnya boleh

selama muamalah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini

mengacu pada kaidah ushul figh di bidang muamalah, yaitu:

/OO///‘»‘O/ PR ° 4 L - s A8

ot e s d of Y -0 ablall 3 :):Zys

Artinya
Hukum asal semua bentuk muamlah adalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang Mengharamkannya.?®

Dalam kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua
bentuk muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ajaran

Islam yang ada dalam Alquran dan hadis telah terang-terangan membolehkan

'K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 142.

%A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.
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akad sewa menyewa. Karena pada dasarnya setigp umat manusia akan saling
membutuhkan satu sama lain.
B. Pembahasan

1. Praktek Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir
waktu

a. Dasar pelaksanaan

Dasar pelaksanaan praktek sewa-menyewa tanah tambak adalah adanya
perjanjian yang disepakati antara pemilik tanah tambak dengan orang yang akan
menyewa. Bentuk kesepakatan atau komitmen di awal ketika melakukan proses
perjanjian sewa menyewa antara pemilik lahan pertanian dan penyewa yang jelas
dengan hak dan kewagjiban masing-masing telah dijadikan sebagai dasar sewa
menyewa tanah tambak yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku baik
dari segi agama yaitu melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat
sekitar. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama klasik seperti al-Syafi’i,
membolehkan menyewakan tanah asalkan dengan pembayaran yang jelas,
misalnya dengan uang, emas atau perak diperbolehkan sedangkan yang dilarang
ialah yang tidak berketentuan.

b. Tata cara pelaksanaan

Tata cara sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir
waktu yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yaitu disesuaikan dengan
akad awa, namun setelah ada kesepakatan yang terkait dengan luas lahan
kemudian kualitas lahan, karena ada tambak yang sudah permanen artinya tambak

yang sudah bagus dan ada tambak yang belum permanen dalam artian masih
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butuh pembiayaan perbaikan dan pengolahannya maka baru ditentukan dan
disepakati nilai sewanya.
c. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya

Di saat masyarakat sudah berkurang kesadarannya untuk saling membantu,
maka praktik sewa menyewa lahan tambak merupakan jawaban atau salah satu
cara yang cocok untuk diterapkan oleh masyarakat dalam menjaga kekerabatan
dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik ini tentunya didasari
oleh adanya sikap saling percaya terhadap sesama, walaupun dalam wujud sewa
menyewa. Adapun faktor yang memengaruhi praktek sewa-menyewa tanah
tambak yaitu ada yang menyewakan tanah tambaknya berawal dari faktor
keleuargaan di samping itu dikarenakan area yang dimiliki terlalu luas sehingga
tidak mampu diurus atau digarap sendiri sehingga tambaknya di sewakan, ada
juga masyarakat yang menyewakan tanahnya karena ada yang mau dibiayai,
misalnya membayar biaya pendidikan dan mungkin pembiayaan pembiayaan yang
lain.
d. Berahirnya praktek sewa

Berakhirnya proses penyewaan adalah ketika waktu transaksi yang sudah
disepakati bersama sudah habis, jika perjanjian awal dahulu ada tujuh tahun, maka
setelah cukup tujuh tahun maka berahir masa sewa, dan seandainya masa sewa
tersebut berakhir dan ternyata di lokasi tambak tersebut masih ada ikan atau udang
dari s penyewa maka pemilik tanah mempersilahkan agar penggarap memanen
ikan atau udang yang masih ada di tambak tersebut sebagai tanda berakhirnya

masa sewa yang telah ditulis dalam surat perjanjian.
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2. Langkah-langkah Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem

Pembayaran Akhir waktu

Adapun langkah-langkah pelaksanaan sewa menyewa tanah tambak
dengan sistem pembayaran akhir waktu yaitu:
a. Tahap Penawaran

Dalam tahap ini orang yang menyewakan menghubungi pihak penyewa
untuk menawarkan tambak yang akan disewakan sekaligus menjelaskan sifat dan
keadaan tambak tersebut. Orang yang menyewakan menerangkan kepada pihak
penyewa tentang tambak yang akan disewakan, lokasi, serta sifat-sifatnya.
b. Tahap Peninjauan

Meskipun pada dasarnya pihak penyewa telah sedikit banyak mengetahui
sifat-sifat lahan tambak yang menjadi obyek sewa, namun untuk lebih memahami
kondis obyek sewanya maka pihak penyewa tetap mengadakan peninjauan.
Tahap peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi tambak serta lokasinya,
terutama untuk mengetahui kebiasaan berapa masa kontrak tambak tersebut. Hal
ini juga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman antara orang yang
menyewakan dan penyewa lahan tambak.
c. Tahap transaksi

Setelah kedua belah pihak mengadakan penawaran dan peninjauan, maka
tahap selanjutnya adalah tahap transaksi. Tahapan ini meliputi beberapa hal
sebagal berikut:

1) Penetapan Harga
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Harga ditetapkan setelah melalui proses tawar menawar antara kedua belah
pihak. Dalam prakteknya, penetapan harga sewa didasarkan atas harga yang biasa
ditawarkan yaitu harga sewa ditetapkan berdasarkan estimasi masing-masing
pihak atau didasarkan pada harga sewa di tahun-tahun sebelumnya. Harga sewa
biasa diserahkan saat transaksi sebagal panjar dan selebihnya diberikan maksimal
sampai musim panen tiba di tahun terjadinya akad sesuai kesepakatan.

2) ljab dan gabul sewa menyewa

ljab Qobul adalah rukun bagi jual beli atau transaksi lainnya. Sehingga
dalam Jual Beli atau transaks lainnya harus ada ljab Qobulnya. Dalil 1jab Qobul
adal ah tentang kerelaan antara penjual dan pembeli dalam transaksi.

ljab gabul yang dilakukan oleh masyarakat dalam sewa menyewa tambak
pada umumnya dengan menggunakan lisan sgja karna pemilik 1ahan dan penyewa
sudah saling percaya satu sama lain dan tidak jarang antara pemilik lahan dan
penyewa terdapat hubungan keluarga atau bahkan tetangga sendiri, nhamun ada
juga yang menggunakan tulisan dan ditanda tangani oleh beberapa saksi.

Cara pelaksanaan sewa menyewa lahan tambak tidak jauh berbeda dengan
pelaksanaan sewa menyewa pada umumnya. ljab dan gabul dinyatakan secara
lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh
kedua belah pihak. ljab dan qgabul ini diadakan setelah terjadinya kesepakatan
harga antara kedua belah pihak.

3) Hak dan kewajiban sewa-menyewa
Subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan

adanya pihak yangmenyewakan. Sedangkan yang menjadi obyek dari perjanjian



116

sewa menyewa adalahbarang dan harga, yang mana barang yang menjadi obyek
tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan
kesusilaan atau sering disebut sebagai barang yang halal yang menjadi hak dan
kewgjiban dari para pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang
menyewa.

Hak dalam sewa menyewa mencakup pemilik tambak menerima uang
sewaan sesual kesepakatan, Perawatan obyek sewa dibebankan kepada penyewa,
penyewa berhak atas manfaat obyek sewa, yaitu berhak mengelolah lahan tambak
yang telah disewa sehingga pemilik lahan tidak berhak menarik kembali lahan
tambak yang disewakan demikian pula sebaliknya penyewa tidak boleh meminta
uangnya kembali.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tentang Sewa Menyewa Tanah
Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir waktu

Sewa-menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karna mengandung unsure
tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. sewa-menyewa sangat
disahkan syariat berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’. Sistem sewa-menyewa
tambak dalam hukum Islam adalah untuk mengambil manfaat dari apa yang
disewa tersebut dengan maksud tertentu dan mubah setelah disewa maka akan
memberi pengganti kepada yang menyewakan. Bila barang sewa mengalami rusak
akibat penggunaan yang melampaui kapasitasnya, penyewa dapat di tuntut ganti
kerugian atas kerusakan barang sewa itu. Berbeda halnya bila barang sewa
mengalami rusak, padahal penggunaannya telah disesuaikan dengan kapasitasnya,

maka penyewa tidak dapat dituntut kerugian apapun atas kerusakan barang sewa.
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Pada kasus sewa menyewa lahan tanah Tambak di Kecamatan Madlili,
unsur-unsur yang ada dalam sewa menyewa sudah sesuai dengan ketentuan
hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati seoperti Orang yang
berakad, sewa atau imbalan, manfaat, sighad (ijab dan qgabul). Akad diperlukan
dalam prosessewa menyewa untuk menguatkan sewa menyewa, antara pemilik
tanah dan penyewa agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad
sewa menyewa bisa berjalan lancar dan mempermudah pemilik lahan tambak.
Barang sebelum diberikan kepada penyewa harus ada akadnya terlebih dahulu.
Supaya penyewa tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan disewa
harus dijelaskan terlebih dahulu kepada penyewa mulai dari kebaikan atau

keburukan lahan itu.



BAB V
PENUTUP

A. Kesmpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh

seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya tentang "Tinjauan
Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem Pembayaran
Akhir Waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur", dapat ditarik
kesimpulan bahwa:

1. Praktek sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu
di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terdiri dari a). Dasar pelaksanaan,
dimana dasar pelaksanaan sewa-menyewa tanah tambak di Kecamatan Malili
yaitu membuat akad terlebih dahulu, menentukan harga sewa, maupun lamanya
disewakan kepada penggarap, serta waktu pembayaran. b) Tata cara pel aksanaan
yaitu disesuaikan dengan akad awal, namun setelah ada kesepakatan yang terkait
dengan luas lahan kemudian kualitas lahan, c) Faktor-faktor yang mempengaruhi
pel aksanaannya yang terdiri dari Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sebagai
modal usaha, Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, dan Untuk biaya
sekolah anak d) Berahirnya praktek sewa menyewa, yakni a ketika waktu
transaks yang sudah disepakati bersama sudah habis.

2. Langkah-langlah pelaksanaan sewa menyewa tanah tambak dengan sistem
pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terdiri atas

a) Tahap Penawaran, di mana pemilik tambak mencari orang yang ingin menyewa
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tambak atau penyewa mencari orang yang akan menyewakan tambaknya. Setelah
keduanya bertemu maka terjadilah saling tawar menawar harga dan disepakati
bersama. b)Tahap Peninjauan, yakni tahap peninjauan dilakukan untuk
mengetahui kondisi tambak serta lokasinya, terutama untuk mengetahui kebiasaan
berapa masa kontrak tambak tersebut dan c) Tahap transaksi, dalam tahap
transaks ini ada beberapa hal yang disepakati yakni Penetapan Harga, ljab dan
gabul sewa menyewa, serta hak dan kewagjiban sewa-menyewa dalam hal ini
pemilik tambak dan penyewa tambak.

3) Tinjauan hukum Islam tentang praktek tentang sewa menyewa tanah tambak
dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili telah sesuai dengan
tinjauan hukum Islam. Di mana pada kasus sewa menyewa |ahan tanah Tambak di
Kecamatan Malili, unsur-unsur yang ada dalam sewa menyewa sudah sesuai
dengan ketentuan hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati
seperti orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan sighad (ijab dan

gabul).

B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan analisa dan kessmpulan dari tesis yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem Pembayaran
Akhir Waktu di Kecamatan Madlili Kabupaten Luwu Timur, maka terdapat
implikasi penelitian sebagai berikut:
1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum perjanjian sewa menyewa tambak di
Kecamatan Malili harus dibuat secara tertulis dan kalau perlu selain

ditandatangani oleh pemilik tambak dengan penyewa tambak juga ditandatangani
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oleh dua orang saksi dan sebaiknya disahkan atau setidaknya diketahui oleh
Kepala Desa setempat. Hal ini dianggap perlu karena apabila dikemudian hari
terdapat permasalahan yang serius antara pemilik tambak dengan penyewa
tambak, misalnya penyewa tambak tidak mentaati kesepakatan dalam perjanjian
atau akad, serta saksi dapat dihadirkan untuk diminta keterangannya atau
kesaksiannya.

2. Agar pelaksanaan sewa meyewa tambak berjalan dengan lancar dan masing-
masing pihak tidak mengalami kerugian, maka pihak penyewa tambak harus
menyadari kewajibannya, yaitu membayar uang sewa dan memelihara tambak
tersebut dengan sebaik-baiknya..

3. Pada praktek sewa menyewa ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan
dari kerja sama yang dilakukan. Maka dari itu jangan sampai ada unsur yang
dapat merugikan sala sau pihak, termasuk dalam pelaksanaan sewa menyewa
menyewa lahan tersebut. Agar pemilik tambak tidak merasa dirugikan, hendaknya
penyewa tambak membayar uang sewa tambak tepat pada waktunya.

4. Disarankan kepada masyarakat agar selalu berbuat sesuai dengan hukum
Islam dan kalau ada hal-hal yang belum diketahui hukumnya secara jelas agar
bertanya kepada para ulama yang paham dengan hukum Islam. Di samping itu
kepada masyarakat agar memupuk semangat tolong-menolong, karena Allah
selau memberi rahmat, kasih sayang serta pertolongan-Nya kepada hamba yang
mau membantu saudaranya.

5. Bagi pihak pemerintah setempat khususnya daerah Kecamatan Malili

sebaiknya melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang berkaitan
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dengan sewa tambak agar diberi binaan sehingga masyarakat menjadi lebih baik

dalam proses sewa lahan dan tentunya hukum akad menjadi |ebih sah.
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INSTRUMEN PENELITIAN (PEDOMAN WAWANCARA)
Persepsi Masyarakat tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah
Tambak dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu

Timur
Nama
Hari/Tanggd
Jabatan
Alamat
PETUNJUK

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lengkap dan sgujur-jururnya

sehingga pendliti akan mendapatkan data yang akurat dan valid.

. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan Praktek sewa menyewa tanah tambak dengan
sistem pembayaran pasca panen pada masyarakat Kecamatan Malili Kabupaten Luwu
Timur

. Bagaimana Tata cara pel aksanaan Praktek sewa menyewa tanah tambak dengan sistem
pembayaran pasca panen pada masyarakat Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ?
. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Praktek sewa menyewa tanah
tambak dengan sistem pembayaran pasca panen pada masyarakat Kecamatan Malili
Kabupaten Luwu Timur ?

. Bagaimana cara berahirnya praktek sewa tanah tambak dengan sistem pembayaran
pasca panen pada masyarakat Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur?

. Bagaimana analisis praktek sewa tanah tambak dengan sistem pembayaran pasca panen
pada masyarakat Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dari segi normatif ?

. Bagaimana analisis praktek sewa tanah tambak dengan sistem pembayaran pasca panen

pada masyarakat Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dari segi hukum Islam ?
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